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RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BEKASI BARAT KOTA BEKASI
TAHUN 2018-2023




BAB I 
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. RPJMD merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Walikota yang memuat arahan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program perangkat daerah, program Lintas Perangkat Daerah, Program kewilayahan, Rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. 
Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan implementasi dari Perubahan RPJMD 2018-2023 yang telah ditetapkan, juga didasarkan pada RPJPD Kota BEKASI 2005-2025. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang digunakan oleh Perangkat  Daerah untuk melaksanakan kinerja dalam kurun waktu 5 (lima)  tahun, di samping  itu  dengan  adanya Renstra  dapat  menjadikan  sasaran dan tujuan pembangunan  yang terdapat dalam RPJMD terlaksana sesuai dengan sistematis dan terukur. Renstra Perangkat Daerah merupakan aktualisasi atau penjabaran dari RPJMD yang ditetapkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sehingga tahapan kinerja tiap tahun yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah   dapat berjalan dengan baik.
Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang digunakan oleh Perangkat Daerah untuk melaksanakan kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, di samping itu dengan adanya Renstra dapat menjadikan sasaran dan tujuan pembangunan  yang terdapat dalam RPJMD terlaksana sesuai dengan sistematis dan terukur. Renstra Perangkat Daerah merupakan aktualisasi atau penjabaran dari RPJMD yang ditetapkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sehingga tahapan kinerja tiap tahun yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dapat berjalan dengan baik.
Penyusunan Renstra Perangkat Daerah melalui berbagai tahapan antara lain : persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan akhir Renstra Perangkat Daerah dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan dalam Renstra Perangkat Daerah harus berdasarkan kerangka pendanaan.
Dengan demikian Renstra adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta diikuti dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.
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               Gambar 1.1 Hubungan Renstra Kecamatan Bekasi Barat dengan dokumen perencanaan lainnya

Berdasarkan skema hubungan tersebut di atas, terlihat dengan jelas bahwa dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang nota bene adalah penjabaran upaya pencapaian rencana dan kegiatan program pembangunan jangka panjang. Renstra PD ini mencakup Rencana Kerja PD untuk kemudian akan berkorelasi dengan dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), APBD, DPA, hingga kepada implementasi program yang aspirasinya berawal dari Musrenbang maupun kegiatan evaluasi  yang dilakukan.  Renstra-PD secara garis besar menjadi bahan acuan bagi berbagai dukumen kegiatan yang bermuara pada satu sumber yaitu RPJMD pelaksanaan pembangunan dan sosial kemasyarakatan. Dalam kerangka yang lebih operasional dokumen Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi Tahun 2013 - 2018 adalah pedoman resmi bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Bekasi Barat mulai Tahun 2018 sampai dengan 2023.
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Gambar 1.2 Keterkaitan Tahapan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA PD
(Permendagri No.86/2017)

Hubungan Rencana Stategis Kecamatan Bekasi Barat dengan RPJMD Kota Bekasi adalah bahwa RPJMD adalah RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan bersifat indikatif, bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang Sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku. Tujuan, sasaran Rencana Strategi Kecamatan Bekasi Barat memperhatikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD Kota Bekasi dan menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kota Bekasi dengan Kecamatan Bekasi Barat. Dengan demikian diharapkan seluruh elemen masyarakat Kota Bekasi akan mendapatkan kesempatan dan peluang dasar yang sama untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kota Bekasi untuk menjadi Kota yang cerdas, kreatif, maju, sejahtera dan ihsan.
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Gambar 1.3 Hubungan Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Barat dengan RT/RW.

Pembangunan dilaksanakan disuatu wilayah dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kota Bekasi tahun 2011-2031 yang memuat peruntukan ruang diwilayah Kota Bekasi, agar ruang tersebut difungsikan sesuai dengan peruntukannya dan tidak menimbulkan permasalahan dimasa yang kan datang. 
Secara geografis kota Bekasi terletak dibagian Utara Jawa Barat 106oc 48’28” – 107oc 27’29” Bujur Timur dan 6oc 10’6” – 6oc 30’6” Lintang Selatan, kondisi Topografi relatif dasar (kemiringan lahan bervariasi rata-rata 0 - 3%) dan merupakan daerah beriklim panas dengan suhu berkisar antara 28oc-32oc, kelembaban 80% - 90%, yang dipengaruhi oleh angin Musim Barat dan Musim Timur.
Luas Wilayah Kecamatan Bekasi Barat adalah 1.492.712 Ha yang terdiri dari 91 RW dan 742 RT, serta lima kelurahan terdiri dari :
1. Kelurahan Bintara;
1. Kelurahan Bintara Jaya;
1. Kelurahan Kranji;
1. Kelurahan Kota Baru;
1. Kelurahan Jakasampurna.
Berdasarkan pembentukannya dan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 tahun 2004 tentang PEmbentukan Wilayah Administratif Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bekasi, batas Kecamatan Bekasi Barat adalah:
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi;
1. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi;
1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur;
1. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi. 
Rencana Strategis (RENSTRA) adalah rencana kinerja yang memuat rencana kerja dan kegiatan serta berfungsi sebagai dokuman perencanaan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, Dalam Undang-undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamatkan bahwa setiap Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Strategi (RESTRA). UU tersebut adalah salah satu pendekatan penting untuk menunjang kesinambungan pembangunan nasional serta dapat mendorong efektivitas serta efisiensi melalui sinkronisasi dan peningkatan sinergi program antara pusat dengan daerah serta program pembangunan lintas sektor di daerah. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 juga dapat dipandang sebagai instrumen bagi pelembagaan perencanaan partisipatif. 

Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Barat 2018 – 2023 merupakan pejabaran dari Visi, Misi dan Program-Program Walikota dan Wakil Walikota Bekasi yang diaplikasikan pada kebijakan, strategi dan program pembangunan yang dapat mensinergikan sumber daya dan potensi dengan peluang pengembangan wilayah Kecamatan Bekasi Barat.
Dengan adanya otonomi daerah, Pemerintah Kota Bekasi memiliki wewenang lebih luas di dalam merencanakan dan melaksanakaan setiap kebijakan di tingkat daerah kecuali urusan yang ditetapkan menjadi kewenangan pusat dan propinsi. semua tindakan kebijakan yang diimplementasikan diera otonomi diorientasikan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan potensi dan sumber daya lokal. Kesejahteraan rakyat pada hakekatnya dapat diwujudkan melalui pencapaian hasil kegiatan pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan yang sekurang-kurangnya harus meliputi aspek pertumbuhan ekonomi yang tinggi, distribusi pendapatan yang relatif merata, peningkatan kesempatan kerja, serta peningkatan tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat.
Upaya untuk mendorong pembangunan di Kota Bekasi adalah suatu hal yang sangat kompleks dan tidak mungkin dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan manajemen yang parsial dan sektoral. Untuk mendorong pembangunan di Kota Bekasi dibutuhkan suatu pendekatan yang sistematik dan sistematis yang lebih menekankan perhatian pada aspek-aspek yang fundamental dan strategis. Oleh karena itu perlu dirumuskan sebuah rencana strategis yang berisi arah kebijakan dasar dan strategis pembangunan kota yang dapat mendorong peran aktif seluruh elemen masyarakat di dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi misi Kota Bekasi. Dengan demikian diharapkan seluruh elemen masyarakat Kota Bekasi akan mendapatkan kesempatan dan peluang dasar yang sama untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi Kota Bekasi untuk menjadi Bekasi Kota Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan.


Rencana strategis tersebut harus mempunyai kebijakan, strategis dan program pembangunan yang dapat mensinergikan sumber daya dan potensi dengan peluang pengembangan wilayah yang dimiliki. Sumber daya tersebut bersifat spesifik lokal yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial. Diera otonomi daerah ini, kemampuan Pemerintah Kota Bekasi didalam mengelola seluruh potensi yang ada akan sangat menentukan perkembangan Kota Bekasi ke arah yang diinginkan.

1.2 Landasan Hukum
Landasan dari Renstra Kecamatan Bekasi Barat Tahun    2018-2023 adalah : 
1. Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  1950  tentang  Pembentukan Daerah- daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Djogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah TK.II Bekasi;
3. Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 17Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031;
15. Peraturan   Daerah   Kota   Bekasi   Nomor   7  Tahun  2016  Tentang  Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi;
16. Peraturan Daerah Kota  Bekasi  Nomor  01 Tahun  2016  Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2023;
17. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan,  Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kota Bekasi;
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi;

19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023; 
20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bekasi 2018-2023;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi;
23. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031;
24. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27.A Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kota Bekasi;
25. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
26. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 97 Tahun 2019 Tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kota Bekasi. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat dan Hubungan Kerja Antara Perangkat Daerah Kota, Kecamatan dan Kelurahan;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kota Bekasi Tahun 2018-2023 tanggal 16 Maret 2021;



1.3 Maksud dan Tujuan
0. Maksud
Rencana Strategis (RENSRA) Kecamatan Bekasi Barat yang disusun dengan hasil evaluasi dan kajian ulang (review) Pemerintah Kota Bekasi terhadap target :
a. Perubahan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 serta penyesuaian terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang mengamanatkan bahwa pemerintah daerah menyusun dokumen rencana pembangunan daerah, dokumen rencana perangkat daerah, dan dokumen pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur yang baru tersebut. 
b. 	Mengacu kepada sistem perencanaan pembangunan nasional yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, menjadi dasar pengecekan dan perimbangan suatu kewenangan atas berbagai kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh seluruh aparatur penyelenggara pemerintahan tingkat Kecamatan dan seluruh komponen masyarakat, sehingga kegiatan pembangunan sejalan dan searah dengan visi dan misi yang ingin dicapai Pemerintah Kota Bekasi.

2. Tujuan 
a. Merumuskan arah kebijakan dasar dan strategi kegiatan di tingkat Kecamatan yang dapat mendorong peran aktif seluruh elemen masyarakat di dalam kegiatan  untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera;
b. Merumuskan instrument dan komitmen kebijakan anggaran jangka menengah yang dapat mengikat eksekutif dan legislatif;
c. Merumuskan kerangka strategi dan program jangka menengah yang mengandung sasaran, target dan indikator sasaran yang spesifik dan memiliki target yang terukur, supaya memudahkan dalam menilai kinerja organisasi;
d. Merumuskan kebijakan, strategi dan program pembangunan yang dapat mensinergikan sumber daya atau potensi yang dimiliki dengan peluang pengembangan wilayah Kota Bekasi untuk mewujudkan tujuan akhir yang ingin dicapai;
e. Merumuskan sebuah dokumen rencana strategis yang dapat dijadikan acuan untuk sinergitas antar program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kecamatan Bekasi Barat supaya tercipta sinergi untuk pencapaian tujuan akhir yang diinginkan;
f. Merumuskan dokumen rencana strategis yang dapat mengintegrasikan berbagai kepentingan secara vertikal dan horizontal;
g. Meletakan pondasi dan fokus tujuan pembangunan yang hendak dicapai;
h. Mengoptimalkan upaya dan kinerja pembangunan di tingkat Kecamatan Bekasi Barat untuk mendukung pencapaian program Kota Bekasi secara keseluruhan;
i. Mengarahkan program dan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh elemen organisasi di tingkat kecamatan untuk pencapaian visi dan misi secara optimal;
j. Memudahkan dalam komunikasikan, sosialisasi dan koordinasi ke seluruh elemen internal maupun eksternal organisasi untuk meningkatkan komitment dan motivasi semua pihak dalam rangka pencapaian tujuan  penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan sosial kemasyarakatan. Dalam kerangka yang lebih operasional dokumen Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi Tahun 2013 - 2018 adalah pedoman resmi bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Bekasi Barat mulai Tahun 2018 sampai dengan 2023.







1.4 Sistematika Penulisan  
Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Barat tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika Menurut Permendagri No. 86 Tahun 2017 sebagai berikut : 
BAB I	:	PENDAHULUAN
Membahas secara ringkas tentang latar belakang penyusunan rencana strategis, penjelan landasan hukum, yang menjadi pedoman acuan dalam penyusunan rencana strategis Kecamatan Medansatria, penjelasan maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dalam penyusunan rencana strategis. 
BAB II	:  GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BEKASI BARAT
Menjelaskan gambaran pelayanan Kecamatan Bekasi Barat dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, Sumber Daya, tugas dan fungsi, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan kecamatan Bekasi Barat.
BAB III	:	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN BEKASI BARAT
Mengemukakan permasalahan-permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Bekasi Barat, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis Kota Bekasi dan penentuan isu-isu strategis. 
BAB IV	:	TUJUAN DAN SASARAN
Mengemukakan rumusan pernyataan tujuan jangka menengah Kecamatan Bekasi Barat serta implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun (RPJMD) Kecamatan Bekasi Barat. 


BAB V	:	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Memuat tentang rumusan strategi dan arah kebijakan  dalam mewujudkan Visi, Misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota BEKASI Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan Berpijak pada Nilai Keistimewaan, memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun.
BAB VI	:	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Memuat penjabaran rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. 
BAB VII	:	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Membahas penjabaran kinerja penyelenggaraan bidang urusan.
BAB VIII	: PENUTUP
Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Bekasi Barat disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh unit kerja didalam Kecamatan Bekasi Barat.  Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi ini disusun sebagai Pedoman dalam melaksanakan pembangunan di Kecamatan pada kurun waktu 5 Tahun kedepan yaitu Tahun 2018 -2023.









BAB II
GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BEKASI BARAT

2.1.	Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Bekasi Barat  
Keberadaan Kecamatan Bekasi Barat didasari oleh Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07  tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi. Di dalam melaksanakan tugasnya, Kecamatan Bekasi Barat  diatur oleh Peraturan Wali Kota Bekasi nomor 92 tahun 2016 tentang  Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas Serta Tata Kerja pada Kecamatan Kota Bekasi.
Pembentukan organisasi Kecamatan di wilayah Kota Bekasi tidak terlepas dari adanya dinamika atau perubahan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah. Namun dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Kecamatan menjadi salah satu perangkat daerah yang diatur melalui Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan, Kecamatan adalah unsur perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan  kewenangan di bidang perencanaan umum dan strategis yang mencakup seluruh bidang kewenangan pemerintah serta mengevaluasi pelaksanaannya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi tersebut dan juga Keputusan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016  Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, Camat bantu oleh Sekretaris Kecamatan yang mengelola Perencanaan, Kepegawaian,Umum dan Keuangan. serta didukung oleh 5 (lima) Seksi yaitu:
1.	Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku;
2.	Seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang Pemberdayaan masyarakat;


3.	Seksi Kesejahteraan Sosial menangani mempunyai tugas membantu 
	Camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang Kesejahtraan Sosial;
4.	Seksi Ekonomi Pembangunan  menangani mempunyai tugas membantu Camat melaksanakan kewenangan kecamatan di bidang Ekonomi dan Pembangunan;
5.	Seksi Keamanan Ketertiban menangani mempunyai tugas membantu Camat melaksanakan kewenangan kecamatan di bidang Keamanan Ketertiban sesuai ketentuan yang berlaku. 
Selain tugas pokok di atas, Camat mempunyai  fungsi:
a.	Penyelenggaraan urusan pemerintahan pada tingkat Kecamatan;
b.	Pengoordinasi kegiatan  pemberdayaan masyarakat;
c.	Pengoordinasi kegiatan ekonomi dan pembangunan;
d.	Penggordinasi kegiatan sosial kemasyrakatan;
e.	Pengoordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
f.	Pengoordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dann peraturan Walikota;
g.	Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
h.	Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh perangkat daerah diKecamatan;
i.	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaran kegitana kelurahan;
j.	Pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan  daerah kota yang tidak dilaksaankan oleh unit kerja perangkat daerah kota yang ada diKecamatan;
k.	Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota;
l.	Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
	Berdasarkan Perda Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan, kecamatan adalah unsur Perangkat Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan  kewenangan di bidang perencanaan umum dan strategis yang mencakup seluruh bidang kewenangan pemerintah serta mengevaluasi pelaksanaannya.
Adapun,  Struktur Organisasi Kecamatan Bekasi Barat terdiri dari :
a.   Camat;
b. 	Sekretaris Camat, membawahi : 
· Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
· Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.
c.    Seksi-Seksi, terdiri dari : 
· Seksi Pemerintahan dan Keamanan dan Ketertiban Umum; 
· Seksi Kesejahteraan Sosial; 
· Seksi Perekonomian dan Pemabangunan; 
· Seksi Pemberdayaan Masyarakat. 
Secara hirarki struktur organisasi kecamatan Bekasi Barat terlihat pada bagan berikut :

CAMAT







SEKRETARIS KECAMATAN

 


JABATAN FUNGSIONAL






KASUBAG KEUANGAN


KASUBAG TATA USAHA







SEKSI TRANTIB



SEKSI EKBANG



SEKSI PEMERINTAHAN 



SEKSI KESSOS



SEKSI PERMASBANG





	



LURAH JAKASAMPURNA



LURAH BINTARAJAYA



LURAH BINTARA



LURAH KOTABARU



LURAH KRANJI










Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Bekasi Barat
Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Kelurahan Kota Bekasi, maka susunan oeganisasi kelurahan terdiri  atas :
a. Lurah;
b. Sekretariat;
c. Seksi Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban Umum; 
d. Pelayanan, Informasi dan Penganduan;
e. Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat.
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Gambar 2.2 Struktur Organisasi Kelurahan di Kecamatan Bekasi Barat

Kelurahan berkedudukan sebagai perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat di wilayah Kelurahan. Hal ini tertuang pada Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kelurahan Kota Bekasi. Kecamatan Bekasi Barat  terdiri dari 5 (lima)  Kelurahan, yaitu :
1. Kelurahan Kranji;
2. Kelurahan Kotabaru;
3. Kelurahan Bintara;
4. Kelurahan Bintarajaya;
5. Kelurahan Jakasampurna.

1.  Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi, adalah mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan melekat terhadap unit kerja dibawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota Bekasi sesuai tugas dan fungsinya;
2.  Sekretaris Kelurahan melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan;
3.  Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kelurahan;
4. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah bidang pemberdayaan masyarakat di tingkat Kelurahan;
5. Kasi Kesejahteraan Sosial melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah dibidang kesejahteraan sosial ditingkat Kelurahan. 

2.2    Sumberdaya Kecamatan Bekasi Barat  
2.2.1 Sumber Daya Manusia ( SDM )
Secara keseluruhan jumlah personil Kecamtan Bekasi Barat sampai dengan bulan Desember 2020 terdiri dari jumlah ASN sebanyak  65 orang pegawai dan Non ASN sebanyak 154 orang. Secara umum jumlah pegawai yang ada di  Kecamatan  Bekasi Barat untuk mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kegiatan kemasyarakatan sosial masih kurang memadai,  apabila dilihat dari komposisi antara Pelaksana dan Pemangku Jabatan secara berjenjang belum proposional.
Berikut dalam tabel dibawah ini disampaikan Sumber Daya Pada Kecamatan Bekasi Barat berdasarkan status kepegawaian, golongan dan pendidikan. 


Pegawai Kecamatan Bekasi Barat Berdasarkan Pendidikan
	NO

	STATUS KEPEGAWAIAN
	JUMLAH PEGAWAI
	PENDIDIKAN

	
	
	
	S3
	S2
	S1
	D3
	SLTA
	SLTP
	SD

	1
	PEGAWAI NEGERI
	65
	-
	12
	39
	1
	12
	1
	-

	2
	TENAGA KONTRAK
	154
	-
	50
	17
	86
	-
	-
	1

	 
	TOTAL
	219
	-
	62
	56
	87
	12
	1
	1


Sumber data : daftar urut kepangkatan PNS dan daftar nominatif Tenaga Kerja Kontrak (TKK) sesuai dengan Analisis Jabatan yang ada di Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2021
Pegawai Kecamatan Bekasi Barat Berdasarkan Jenis Kelamin
	NO
	JENIS KEPEGAWAIAN
	JUMLAH PEGAWAI
	JENIS KELAMIS

	
	
	
	LAKI-LAKI
	PEREMPUAN

	1
	Pegawai Negeri Sipil
	65
	45
	25

	2
	Tenaga Kontrak Kerja
	154
	80
	74

	JUMLAH
	219
	125
	99


Sumber data : daftar urut kepangkatan PNS dan daftar nominatif Tenaga Kerja Kontrak (TKK) sesuai dengan Analisis Jabatan yang ada di Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2021

Pegawai Kecamatan Bekasi Barat Berdasarkan Golongan
	NO
	JENIS KEPEGAWAIAN
	JUMLAH PEGAWAI
	GOLONGAN

	
	
	
	IV
	III
	II
	I

	1
	Pegawai Negeri Sipil (PNS)
	65
	3
	51
	10
	1

	JUMLAH
	65
	3
	51
	10
	1


Sumber data : daftar urut kepangkatan PNS di Kecamatan  Bekasi Barat Tahun 2021

2.2.2. Sarana dan Prasarana
Di samping personil dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan kegiatan operasional dibutuhkan  sarana  dan prasarana yang memadai. Dilengkapi antara lain:
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Tabel 2.2.3
Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Bekasi Barat Berdasarkan Kecamatan dan Kondisi
	No
	Jenis/Nama Barang
	Kecamatan
	Kondisi
	Kelurahan
	Kondisi
	Ket

	
	
	
	B
	R
	RB
	
	B
	R
	RB
	

	1
	Tanah
	1
	1
	-
	-
	5
	5
	5
	-
	

	2
	Bangunan
	6
	2
	2
	2
	39
	5
	5
	11
	

	2
	Kendaraan Roda 4
	5
	3
	-
	2
	10
	5
	4
	1
	

	3
	Kendaraan Roda 2
	11
	4
	1
	6
	26
	18
	-
	8
	

	4
	Komputer Administrasi
	27
	10
	8
	9
	30
	10
	10
	10
	

	5
	Komputer SIAK
	2
	2
	-
	-
	4
	4
	-
	-
	

	6
	Printer
	11
	6
	-
	6
	10
	5
	1
	4
	

	7
	Mesin Ketik
	2
	2
	-
	-
	5
	3
	1
	1
	

	8
	Televisi
	4
	3
	1
	-
	6
	5
	1
	-
	

	9
	Weirless
	1
	1
	 -
	-
	-
	-
	-
	-
	

	10
	Air Conditioner
	18
	10
	4
	4
	10
	4
	-
	-
	

	11
	Amplifier
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	12
	Hom TOA
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	13
	Faximile
	2
	1
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	

	14
	Filling Kabinet
	37
	12
	10
	8
	4
	4
	-
	-
	

	15
	Almari Kayu
	1
	1
	-
	-
	5
	3
	2
	-
	

	16
	Almari Kaca
	1
	1
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	

	17
	Almari Arsip
	23
	20
	3
	-
	5
	4
	1
	-
	

	18
	Meja Kerja
	55
	45
	10
	3
	61
	51
	8
	2
	

	19
	Meja Rapat
	2
	2
	-
	-
	4
	4
	-
	-
	

	20
	Meja Komputer
	7
	5
	2
	-
	2
	1
	1
	-
	

	21
	Kursi Kerja
	64
	49
	15
	-
	23
	20
	-
	3
	

	22
	Kursi Lipat
	200
	150
	40
	10
	-
	-
	-
	-
	

	23
	Kursi Rapat Lipat
	20
	10
	10
	-
	        24
	24
	-
	-
	

	24
	Kamera Digital
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	25
	LCD (proyektor)
	2
	2
	-
	-
	4
	4
	-
	-
	

	26
	Laptop
	5
	4
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	

	27
	Kipas Angin
	-
	-
	-
	-
	4
	1
	1
	2
	

	28
	Sice
	2
	2
	-
	-
	4
	3
	1
	-
	

	29
	HT
	5
	3
	2
	-
	4
	2
	2
	-
	

	30
	White Board
	2
	2
	-
	-
	4
	4
	-
	-
	

	31
	Alat pemadam
	2
	2
	-
	-
	8
	6
	2
	-
	

	32
	Pesawat Telepon
	2
	-
	2
	-
	4
	-
	4
	-
	

	33
	Mesin Faximel
	1
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	

	34
	Tangga
	4
	2
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	

	35
	Papan Visual
	2
	2
	-
	-
	4
	4
	-
	-
	

	36
	Mesin Absen
	1
	1
	-
	-
	4
	4
	-
	-
	

	37
	Meja Pelayanan
	4
	3
	1
	-
	4
	4
	-
	-
	

	38
	Kursi Tunggu Pelayanan
	6
	3
	-
	3
	         12
	8
	4
	-
	

	39
	Mesin Potong Rumput
	2
	1
	1
	-
	8
	6
	2
	-
	

	40
	Mesin Penghancur Kertas
	2
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	

	41
	UPS
	18
	11
	7
	-
	4
	3
	1
	-
	

	42
	Scanner
	3
	1
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	

	43
	Sound system
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	44
	AC Standing Floor
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	45
	Sofa
	3
	2
	1
	-
	4
	4
	-
	-
	


Sumber Data : Kartu Inventaris Barang Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2020
Keterangan : Sesuai dengan Tabel  diatas sarana dan prasaran penunjang  kegiatan dan operasional sangat kurang sekali sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan kenyamanan tidak menjadi optimal
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[bookmark: _Hlk524468728]2.3 	Pencapaian Kinerja Pelayanan dan Anggaran Kecamatan Bekasi Barat melalui Pelaksanaan Renstra Kecamatan Bekasi Barat Sebelumnya
Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Sedangkan pengukuran kinerja (performance measurement) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.
Kinerja Kecamatan Bekasi Barat diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran.  
Dalam Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2019 – 2023 terdapat 3.sasaran strategis harus dicapai dalam tiap tahunnya, disajikan pada Tabel 2.2:
Tabel 2.2
Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja  Renstra
 Kecamatan Bekasi Barat
Tahun 2013 – 2018
	No
	Sasaran strategis
	
	Indikator kinerja

	1
	Meningkatnya kepuasaan masyarakat akan pelayanan publik			

	-
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

	2
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
	-
	Persentase Partisipasi Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat


	3
	Terpeliharanya Keamanan  dan Ketertiban Lingkungan 
	-
	Persentase Wilayah Tertib K3



Dalam mencapai target sasaran tersebut, Kecamatan Bekasi Barat melaksanakan beberapa Program rutin tahunan, yaitu :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aaparatur;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
5. Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan;
6. Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan;
7. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
8. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan.
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Tabel 2.3
Perbandingan Capaian Kinerja Pelayanan Tahun 2015 S.D 2020
Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi
	NO
	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi
	Target NSPK
	Target IKK
	Target Indikator Lainnya
	Target Renstra OPD
	Realisasi Capaian
	Rasio

	
	
	
	
	
	Thn 2015
	Thn 2016
	   Thn  2017
	Thn 2018
	Thn 2019
	Thn 2020
	Thn 2015
	Thn 2016
	Thn 2017
	Thn 2018
	Thn 2019
	Thn 2020
	Thn 2015
	Thn 2016
	Thn 2017
	Thn 2018
	Thn 2019
	Thn 2020
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)
	(19)
	(20)
	(21)
	(22)
	(23)
	

	1.
	Indeks Kepuasan Masyarakat
	
	
	
	73.04
	76.00
	78.00
	78.00
	78.00
	78.00
	73.04
	76.00
	78.00
	76.00
	78.00
	79,74
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	

	2
	Persentase Partisipasi Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat
	
	
	
	35
	40
	40
	40
	40
	40
	32
	40
	40
	40
	40
	40
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	

	3.
	Persentase wilayah tertib K3
	
	
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
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2.3.1	Capaian Kinerja Antara Renstra Kecamatan Bekasi Barat  dengan RPJMD periode sebelumnya
Dilihat dari tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bekasi Barat pada Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat realisasi capaian dari Tahun 2015 sebesar 100% sama dengan capaian realisasi dengan rasio akhir Tahun 2020 sebesar 100%.  
Pada indikator persentase Partisipasi Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat 2016-2020 meningkat dalam target dengan capaian rasio 100% sehingga indikator ini termasuk dalam kategori baik. 
Pada indikator Persentase Wilayah Tertib K3 pada Tahun            2015-2020 meningkat dengan capaian rasio 100% sehingga indikator ini termasuk dalam kategori baik.
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bekasi Barat
Tantangan adalah suatu kondisi yang dating dari luar organisasi.  Tetapi sangat berpengaruh terhadap  jalannya roda oraganisasi dalam mencapai tingkat keberhasilan. Berbagai pelaksanaan tugas dan isu-isu strategis yang menjadi permasalahan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan pelaksanaan pembangunan serta kegiatan sosial kemasyarakatan menjadi tantangan suatu kondisi yang datang dari luar sistem Organisasi. Sinergisitas antara visi, misi Pemerintah Kota BEKASI 2018- 2023 dan Kecamatan Bekasi Barat akan mengakibatkan tercapainya tujuan, baik Pemerintah Kota Bekasi maupun Pemerintah Daerah Kecamatan Bekasi Barat.
2.4.1 Tantangan yang harus dihadapi oleh Kecamatan Bekasi Barat kedepan adalah sebagai berikut :
1. Masalah data, seringnya masyarakat dalam mengajukan permohonan kurang melengkapi data dan berkas-berkas sebagai persyaratan proses  layanan yang diperlukan. Dalam hal ini masyarakat masih kurang sadar arti pentingnya kelengkapan berkas untuk sebuah kelancaran pengurusan. Oleh sebab itu diperlukan Sosialisasi  Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan;
2. Masalah Sumber Daya Manusia, Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang kompeten, diperlukan penambahan Aparatur Negeri Sipil yang berintegrasi, Netral, dan Profesional; 
3. Masalah Teknologi, Kemajuan  ilmu  dan  teknologi  yang  semakin  pesat,  harus  diimbangi  dengan kemampuan aparatur terhadap penguasaan teknologi dan tersedianya fasilitas yang memadai;
4. Masalah pelayanan masyarakat, Dinamika kebutuhan masyarakat yang  meningkat   menyebabkan permintaan pelayanan juga akan meningkat baik kualitatif maupun kuantitatif maka dibutuhkan strategi pelayanan  dan fasilitas penunjang  yang dapat mengcover pelayanan agar berjalan cepat.
5. Semakin kritis dan terbukanya akses  masyarakat dalam menuntut  pelayanan publik yang baik. Meningkatnya keterbukaan terhadap pelayanan publik maka diperlukan sebuah standar pelayanan maupun standar operasional yang sesuai dengan kebutuhan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
6. Adanya kebijakan Pemerintah terkait pengetatan terhadap pegawai maka perlukan strategi pelaksanaan tupoksi secara efisien dan efektif.
2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bekasi Barat
Tantangan tersebut merupakan sebuah realitas, sehingga diperlukan strategi yang tepat dalam mengambil peluang pengembangan terhadap pelayanan. Pengembangan yang diperlukan dalam waktu kedepan adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan ketrampilan terhadap penguasaan ilmu dan teknologi bagi aparatur;
2. Peningkatan sarana pelayanan khususnya tempat sehingga menjadi representatif dan sesuai standar pelayanan;



3. Penyusunan standar prosedur operasional dan standar pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan;
4. Pengembangan sistem fasilitasi kegiatan masyarakat, sehingga fasilitasi tersebut merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan;
5. Adanya Perda tentang Satker  Kecamatan  yang  ditindak  lanjuti  Perwal  nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, tugas, fungsi dan tatakerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen kantor Kecamatan Bekasi Barat.
2.4.3 Kekuatan
1. Adanya Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf sehingga tercipta langkah kerja yang kondusif dan nyaman;
2. Personil yang bekerja secara profesional, berintegritas, berdedikasi dan berkomitmen yang tinggi;
3. Adanya Standar Operasional Prosedur sesuai  Uraian Tugas;
4. Adanya semangat kerja / etos kerja yang memadahi;
5. Deskripsi kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang jelas.
6. Lingkungan kerja yang kondusif.
7. Adanya asset tanah dan gedung / kantor yang cukup representatif.
8. Adanya koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi tugas pekerjaan antara Kecamatan dan Kelurahan.
9. Tersedianya data yang diperlukan dalam pengembangan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan








2.4.4 Kelemahan
1. Jumlah personil yang ada di Kecamatan Bekasi Barat  dengan beban tugas yang diemban kurang seimbang;
2. Belum adanya tenaga teknis berkait Pelayanan Perizinan;
3. Sarana dan prasarana instansi kurang memadahi sehingga perlu ditambah, guna pengembangan pelayanan kepada masyarakat;
4. Peraturan pelaksanaan teknis kurang jelas dan kurang koordinatif.
5. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi;
6. Belum adanya pejabat fungsional, sesuai struktur organisasi Kecamatan;
7. Belum optimalnya partisipasi masyarkat dalam proses perencanaan pembangunan
2.4.5	Peluang
1. Adanya kemitraan antara Pemerintah, Masyarakat, dunia usaha dan Perguruan Tinggi.
2. Adanya potensi dan sumber daya sosial, ekonomi /kelembagaan di wilayah.
3. Adanya komitmen Kepala Daerah untuk mengembangkan Kecamatan /wilayah terkait dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan daerah kepada Camat.
4. Adanya fasilitas pendidikan yang kompetitif .
5. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, kemasyarakatan cukup baik.
6. Adanya sarana kesehatan (RS Swasta, Puskemas dll).
2.4.6 Ancaman
1. Tuntutan Pelayanan  kepada masyarakat yang semakin optimal, mengingat tingkat dinamika yang semakin tinggi.
2. Tidak adanya sumber daya alam, sehingga hanya sektor jasa yang diandalkan untuk sumber PAD
	Faktor Kunci Keberhasilan
Dari faktor-faktor internal maupun eksternal tersebut terdapat faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan yang dapat diidentifikasikan berdasarkan analisis internal maupun eksternal sebagai berikut :

1. Adanya peningkatan kapasitas instansi;
2. Adanya peningkatan kesadaran masyarakat;
3. Adanya kepercayaan kepada Birokrat;
4. Adanya dukungan sarana dan prasarana sesuai dengan beban kerjanya;
5. Peningkatan prasarana dan sarana penunjang kegiatan dan pelaksanaan pekerjaan;
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur pemerintah baik dari aspek intelektualitas, ketrampilan maupun mentalitas;
7. Optimalisasi fasilitasi Peran partisipasi Mayarakat dalam kegiatan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan;
8. Peningkatan dan penguatan jalinan kerjasama kemitraan antara pemerintah, Masyarakat, Perguruan Tinggi dan dunia usaha.

































Tabel 2.4 
Anggaran dan realsisasi pendanaan, pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bekasi Barat  Kota Bekasi
(Dalam Ribuan Rupiah)

	
 
	Uraian  
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	Rata-rata Pertumbuhan

	
	
	Pagu Dana
	Realisasi 
	Pagu Dana
	Realisasi 
	Pagu Dana
	Realisasi 
	Pagu Dana
	Realisasi 
	Pagu Dana
	Realisasi 
	Pagu Dana
	Realisasi 
	Anggaran 
	Realisasi

	
	
	(Rp)
	(Rp)
	(%)
	(Rp)
	(Rp)
	(%)
	(Rp)
	(Rp)
	(%)
	(Rp)
	(Rp)
	(%)
	(Rp)
	(Rp)
	(%)
	(Rp)
	(Rp)
	(%)
	(Rp)
	(Rp)

	BELANJA TIDAK LANGSUNG 

	1
	Belanja Pegawai
	11,109,527,
	10,648,037
	95,85 %
	11,116,188,
	10,808,697,
	97,23 %
	7,753,998,
	7,468,122,
	96,31 %
	8,490,135
	8,123,221
	95,68 %
	10,438,669
	9,978,560
	95,59 %
	12,387,203
	  12,005,780
	96,92 %
	1,948,534
	1,855,338,

	
	Belanja Pegawai
	11,109,527
	10,648,037
	95,85 %
	11,116,188,
	10,808,697,
	 97,23 %
	7,753,998,
	7,468,122,
	   96,31 %
	  8,490,135
	  8,123,221
	  95,68 %
	    10,438, 669
	     9,978, 560
	    95,59 %
	 12,387,203
	  12,005,780,
	   96,92%
	  1,948,534
	  1,855,338,

	BELANJA LANGSUNG   

	2
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



	2. 181. 287.
	1,976,943,
	90,6%
	2,113.765,
	1,888, 727
	89,4%
	2,883,609,
	2,383,056,
	84,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	1
	Penyediaan jasa surat menyurat 
	6,210,
	-
	-
	6,210,
	3,000,
	48,3 %
	6,521,
	     400,000
	6,1%
	7,000,
	7,000,000
	100 %
	7,000,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	2
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 
	80,000
	29,245,
	36,6 %
	80,000,
	52,086
	65,1%
	175,668,
	87,545,
	49,8 %
	175,250,
	122,453,410
	69,9 %
	215,000,000
	-
	-
	230,000,000
	-
	-
	-
	-

	BELANJA LANGSUNG  

	
	3
	Penyediaan jasa kebersihan kantor
	20,
500,
	20,
500,
	100%
	20,980,
	20,
980
	100%
	22,
029,
	22,
028,
	100%
	55,
000
	54,
900,000
	99,8%
	84,
000,000
	-
	-
	100,000,000
	-
	-
	-
	-

	
	4
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
	30,200,
	30,160,
	99,9%
	36,890,
	29,300
	79,4%
	38,735,
	3    4165,
	88,2%
	42,000,000
	38,562,500
	91,8%
	45,000,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	5
	Penyediaan alat tulis kantor




	87,210,
	84,993,
	97,5%
	102,339,
	99,521
	97,2%
	80,500,
	78,274,
	97,2%
	88,000,000
	86,842,500
	98.7%
	90,000,000
	-
	-
	108,000,000
	-
	-
	-
	-

	
	6
	Penyediaan 
barang cetakan dan penggadaan
	70,
000,
	64,
982,
	92,
8%
	85,
087,
	55,21
3,
	64,9
%
	75,350,
	57
245,
	76%
	82,
000
,000
	79,
872,
600
	97.
4%
	80,
000,
000
	-
	-
	96,
000,000
	-
	-
	-
	-

	
	7
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 
	11,000,
	10,
999,
	100%
	11,
000,
	11,
000,
	100%
	12,000,
	11,550,
	96,3%
	13,000,000
	13,000,000
	100.0%
	15,
000,000
	-
	-
	15,
000,000
	-
	-
	-
	-

	
	8
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	-
	-
	-
	-
	-
	0%
	87,000,
	83,715,
	96,2%
	150,000,000
	
147,022,000
	98.0%
	150,000,000
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-

	BELANJA LANGSUNG  

	
	9
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 
	7,300,
	6,900,
	94,5%
	12,300,
	12,300,
	100%
	10,300,
	3,298,
	32%
	21,000,000
	20,760,000
	98.9%
	21,000,000
	-
	-
	25,200,000
	-
	
	
	

	
	10
	Penyediaan makanan dan minuman
	57,640,
	22,170,
	38,5%
	57,640,
	19,500,
	33,8%
	40,500,000
	5,937,
	14,7%
	45,000,000
	21,450,000
	47.7%
	45,000,000
	-
	-
	54,000,000
	-
	
	
	

	BELANJA LANGSUNG  

	3
	Progam Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	299,250,
	207,495,
	69%
	214,700,
	86,550,
	40,3%
	225,700,
	182,896,
	81%
	243,000,000
	99,990,000
	100.0%
	300,000,000
	-
	-
	401,400,000
	-
	-
	-
	-

	
	1
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
	64,250,





	60,577,
	94%
	64,250,
	36,169,
	56,3%
	95,250,
	94,338,
	99%
	100,000,000
	120,082,803
	84.0%
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-

	BELANJA LANGSUNG  

	
	2
	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
	235,000,
	146,918,
	63%
	150,450,
	50,381,
	33,5
	130,450,
	88,558,
	67,5%
	143,000,000
	220,072,803
	90.6%
	-
	-
	54%
	-
	-
	-
	-
	-

	
	3
	Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan gedung kantor
	-
	-
	-
	-
	-
	0%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	4
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
	-
	-
	-
	-
	-
	0%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	BELANJA LANGSUNG  

	4
	Program Pembinaan 
dan Pengembangan Aparatur
	-
	-
	-
	-
	-
	0%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kecamatan dan Kelurahan di Kecamatan Bekasi Barat
	-
	-
	-
	-
	-
	0%
	150, 000
	140,080
	93,4%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
	40, 000,
	39, 974,
	99,9%
	65,580,
	63, 134,
	96,3%
	142 ,940,
	67,927 500
	97%
	140, 000, 000
	36, 711, 500
	100%
	200, 000, 000
	-
	-
	100,000,000
	-
	-
	-
	

	
	1  Pengadaan pakaian olah raga
	
	40,000,
	39,974,
	99,9 %
	55,740,
	  54 286,
	97,4%
	70, 000,
	67,927 500
	97%
	70, 000 ,000
	68, 862 500
	98.4%
	-
	-
	98%
	-
	-
	-
	-

	BELANJA LANGSUNG  

	2 
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
	-
	-
	-
	9,840,
	8, 848,
	89,9%
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	

	3
	Pengadaan pakaian Hari Hari Tertentu
	-
	-
	-
	-
	-
	0%
	72, 940,
	71,042 500
	97,4%
	70, 000, 000
	69, 612, 500
	99.4%
	-
	-
	
	
	
	
	
	

	BELANJA LANGSUNG  

	6
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	-
	-
	0%
	11,060,
	10,570,
	95,6%
	21,500,
	20,908,000
	97,2%
	69,000,000
	-
	-
	83,000,000
	-
	-
	20,000,000
	-
	-
	-
	

	
	Penyusunan laporan keuangan semesteran
	
	-
	-
	0%
	11,060,
	10,570,
	95,6%
	11,500,
	11,400,000
	99,1%
	-
	58,206,000
	98.7%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	BELANJA LANGSUNG  

	
	Penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0%
	-
	-
	0%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	
	-
	-
	-
	-
	-
	0%
	10,000,
	9,508,000
	95,1
	10,000,000
	9,972,000
	99.7%
	37,500,000
	-
	-
	25.000.000
	
	
	

	
	Penyusunan Laporan Keuangan
	-
	-
	-
	-
	-
	0%
	
	
	
	59,000,000
	
	
	45,500,000
	-
	-
	25.000.000
	
	
	
	

	BELANJA LANGSUNG  

	8
	Program Pembinaan Kewilayahandan Kemasyarakatan
	53,700,
	-
	78%
	109,475,
	91,810,
	83,9%
	-
	57,103,000
	79%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan Bekasi Barat
	-
	-
	-
	-
	-
	0%
	
	
	
	3,913,500,000
	6,505,870,000
	99.91%
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Evaluasi Kinerja Kelurahan di Kecamatan Bekasi Barat
	-
	-
	-
	-
	-
	0%
	
	
	
	200,000,000
	145,540,000
	72.77%
	
	
	
	
	
	
	
	

	BELANJA LANGSUNG  

	
	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, Keolahragaan dan Kemasyarakatan di Kecamatan Bekasi Barat
	-
	-
	-
	-
	-
	0%
	
	
	
	450,000,000
	360,282,000
	80.06%
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pembinaan administrasi pemerintahan dan kependudukan
	35,000,
	35,000,
	100%
	39,475,
	35,100,
	88,9%
	39,475,
	32,775,000
	83%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	

	BELANJA LANSUNG

	
	Pembinaan kelembagaan dan organisasi kemasyarakatan
	20,000,
	20,000,
	100%
	20,000,
	14,130,
	70,65%
	20,000,
	17,850,000
	89,3%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	Pembinaan keolahragaan dan kewanitaan di Kecamatan Bekasi Barat
	50,000,
	49,210,
	98,4%
	50,000,
	42,580,
	85,16%
	50,000,
	42,485,000
	85%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	BELANJA LANSUNG

	
	Lomba Kinerja Kecamatan dan Kelurahan di Kecamatan Bekasi Barat
	-
	-
	-
	-
	-
	0%
	100,000,
	72,620,000
	72,6%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Penyelenggaraan MTQ di Kecamatan Bekasi Barat
	-
	-
	-
	-
	-
	0%
	100,000,
	94,719,000
	94,7%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	BELANJA LANSUNG

	
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
	-
	-
	-
	-
	-
	0%
	770,000,
	
	
	
	
	
	700,000,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.Pengendalaian dan Penertiban Reklame dan PKL di Wilayah Kecamatan Bekasi Barat
	-
	-
	-
	-
	-
	0%
	170,000,
	166,160,000
	97,7
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	

	
	2.Gerakan Pelestarian K3 di Kecamatan Bekasi Barat
	-
	-
	-
	-
	-
	0%
	300,000,
	250,590,000
	83,5
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	

	BELANJA LANSUNG

	
	3.Pembuatan Taman dan Biopori di Lingkungan Kec.Bekasi Barat
	
	
	
	
	
	
	300,000,
	281,127,000
	93,7
	
	
	
	
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-

	
	4.Peningkatan Kebersihan dan Kenyamana Lingkungan di Kecamatan Bekasi Barat
	-
	-
	-
	-
	-
	0%
	
	
	
	450,000,000
	444,920,000
	98.9%
	400,000,000
	-
	-
	250,000,000
	-
	-
	-
	-

	
	5.Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Wilayah Kecamatan Bekasi Barat
	-
	-
	-
	-
	-
	0%
	
	
	
	360,000,000
	346,240,000
	96.2%
	300,000,000
	-
	-
	250,000,000
	-
	-
	-
	-

	BELANJA LANSUNG

	10
	Program Peningkatan Partisipasi masyarakat Kelurahan dan Kecamatan dalam Pembangunan
	-
	-
	-
	389,000,
	384,300,
	99%
	-
	-
	0%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	1
	Gerakan Pelestarian K3 di Kec Bekasi Barat
	-
	-
	-
	225,000,
	-
	0%
	-
	-
	0%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	2
	Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan di Kecamatan Bekasi Barat
	-
	-
	-
	-
	-
	0%
	
	
	
	200,000,000
	182,
939,

900
	91.5%
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	

	
	3
	Penyelenggaraan Musrenban di Kecamatan Bekasi Barat
	-
	-
	-
	-
	-
	0%
	100,000,
	90, 200,000
	90%
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	

	
	4
	Pengadaan sarana dan prasarana Kec Bekasi Barat
	-
	-
	-
	100,000,
	-
	0%
	-
	-
	0%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	5
	Penunjang Kegiatan RW di Kecamatan Bekasi Barat
	-
	-
	-
	-
	-
	0%
	-
	-
	0%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	6
	Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan Bekasi Barat
	-
	-
	-
	-
	-
	0%
	4, 258,960,
	4, 254,710,000
	100%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	7
	Penyelenggaraan Pelayanan perijinan Kecamatan Bekasi Barat
	-
	-
	-
	-
	-
	0%
	-
	-
	0%
	-
	-
	-
	-
	-
	0%
	-
	-
	-
	-
	-

	
	8
	Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan Bekasi Barat
	-
	-
	-
	-
	-
	0%
	-
	-
	0%
	-
	-
	-
	-
	-
	0%
	-
	-
	-
	-
	-

	
	9
	Penertiban Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kec. Bekasi Barat
	-
	-
	-
	-
	-
	0%
	-
	-
	0%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	BELANJA LANSUNG

	11
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa / Kelurahan
	9,272,987,000
	5,938,412,
	94,67%
	3,710,650,
	3,663,778,
	99%
	-
	-
	0%
	-
	-
	0%
	-
	-
	0%
	-
	-
	-
	-
	-

	
	1. Pelestarian K3 di Kec Bekasi Barat
	300,000,000
	278,960,
	93%
	225,000,
	211,320,
	94%
	-
	-
	0%
	-
	-
	0%
	-
	-
	0%
	-
	-
	-
	-
	-

	
	2. Pengadaan sarana dan prasarana serta peningkatan kinerja Kec. Bekasi barat
	75,000,000
	74,746,
	100%
	100,000,
	90,760,
	91%
	-
	-
	0%
	-
	-
	0%
	-
	-
	0%
	-
	-
	-
	-
	-

	BELANJA LANSUNG

	
	3. Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan Bekasi Barat
	3,171,200,000
	3,170,160,
	100%
	3,184,400,
	3,183,360,
	100%
	-
	-
	0%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	4. Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan di Kecamatan Bekasi Barat
	-
	-
	-
	100,000,
	96,663,
	97%
	-
	-
	0%
	-
	-
	-
	-
	
	
	-
	-
	                             - 
	                             - 
	

	
	5. Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan Bekasi Barat
	101,250,000
	85,922,
	85%
	101,250,
	81,675,
	81%
	-
	-
	0%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	                                     -
	-

	12
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
	-
	-
	-
	-
	-
	0%
	-
	-
	0%
	
	-
	-
	-
	-
	-
	33, 097,112
	                                     - 
	-
	                                - 
	                                     - 

	
	1. Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan Bekasi Barat
	-
	-
	-
	-
	-
	0%
	-
	-
	0%
	
	-
	-
	-
	-
	-
	6. 041.280
	                                     - 
	-
	                                - 
	                                     - 

	
	2. Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan Bekasi Barat
	-
	-
	-
	-
	-
	0%
	-
	-
	0%
	
	-
	-
	-
	-
	-
	155,000
	                                         - 
	-
	-
	                                     -
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	3.penyelenggaraan kegiatan rt dan rw di kecamatan bekasi barat
	-
	-
	-
	-
	-
	0%
	-
	-
	0%
	
	
	
	6,
434,000
	-
	-
	8.
780.000.
	-
	-
	-
	-

	
	4.Evaluasi Kinerja Kelurahan di Kecamatan Bekasi Barat
	-
	-
	-
	-
	-
	0%
	-
	-
	0%
	
	
	
	200,000,000
	-
	-
	100.000.000
	-
	-
	-
	-

	
	5.Penyelenggaraan Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan di Kecamatan Bekasi Barat
	-
	-
	-
	-
	-
	0%
	-
	-
	0%
	
	
	
	1,357,560,
000
	-
	-
	1,902,072,000
	      - 
	-
	                             - 
	                             - 

	
	6.Penyelenggaraan Program Pembangunan Partisipatif Berbasis Komunitas di Kecamatan Bekasi Barat
	-
	-
	-
	-
	-
	0%
	-
	-
	0%
	
	
	
	3,750,000,
	-
	-
	4,500,000,
	                                         - 
	-
	-
	                                     -

	
	7.Penyelenggaraan LPM DiKecamatan BekasiBarat
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	90.000.
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	Program Peningkatan Pelayanan Perijinan
	-
	-
	-
	-
	-
	0%
	-
	123,390,
	97%
	-
	-
	
	-
	-
	-
	200,000,
	-
	-
	-
	-

	
	1.Monitoring Tempat Usaha Yang Belum Mempunyai Izin diKec. Bekasi Barat
	-
	-
	-
	-
	-
	0%
	140, 524,
	134,590,
	95,8%
	
	
	
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	

	
	2.Penyelenggaraan pelayanan perijinan Kec Bekasi Barat
	-
	-
	-
	100,000,
	100,000
	97%
	210,000,
	202,824,
	96,6%
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	3.Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Bekasi Barat
	-
	-
	-
	-
	-
	0%
	40,000,
	31,430,
	78,6%
	
	
	
	
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-

	
	4.Penyusunan Standar Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan Bekasi Barat
	-
	-
	-
	-
	-
	0%
	30,000,
	30,000,
	0%
	
	
	
	
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
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	Program Pengadaan Sarana Dan Prasarana
	-

	-
	99%
	-
	-
	0%
	-
	-
	0%
	-
	-
	0%
	-
	-
	-
	-
	-
	                                         - 
	-
	-

	
	Penanganan Prtasarana dan Sarana Lingkungan Kecmatan Bekasi Barat
	-
	-
	99%
	-
	-
	0%
	-
	-
	0%
	-
	-
	0%
	-
	-
	0%
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bekasi Barat
Tantangan adalah suatu kondisi yang dating dari luar organisasi.  Tetapi sangat berpengaruh terhadap  jalannya roda oraganisasi dalam mencapai tingkat keberhasilan. Berbagai pelaksanaan tugas dan isu-isu strategis yang menjadi permasalahan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan pelaksanaan pembangunan serta kegiatan sosial kemasyarakatan menjadi tantangan suatu kondisi yang datang dari luar sistem Organisasi. Sinergisitas antara visi, misi Pemerintah Kota BEKASI 2018- 2023 dan Kecamatan Bekasi Barat akan mengakibatkan tercapainya tujuan, baik Pemerintah Kota Bekasi maupun Pemerintah Daerah Kecamatan Bekasi Barat.
2.4.4 Tantangan yang harus dihadapi oleh Kecamatan Bekasi Barat kedepan adalah sebagai berikut :
1. Makin besar dan beragamnya tuntutan masyarakat berupa aspirasi yang harus ditampung dan di tindaklanjuti;
2. Masalah data, seringnya masyarakat dalam mengajukan permohonan kurang melengkapi data dan berkas-berkas sebagai persyaratan proses  layanan yang diperlukan. Dalam hal ini masyarakat masih kurang sadar arti pentingnya kelengkapan berkas untuk sebuah kelancaran pengurusan. Oleh sebab itu diperlukan Sosialisasi  Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan;
3. Masalah Sumber Daya Manusia, Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang kompeten, diperlukan penambahan Aparatur Negeri Sipil yang berintegrasi, Netral, dan Profesional; 
4. Masalah Teknologi, Kemajuan  ilmu  dan  teknologi  yang  semakin  pesat,  harus  diimbangi  dengan kemampuan aparatur terhadap penguasaan teknologi dan tersedianya fasilitas yang memadai;
5. Masalah pelayanan masyarakat, Dinamika kebutuhan masyarakat yang  meningkat   menyebabkan permintaan pelayanan juga akan meningkat baik kualitatif maupun kuantitatif maka dibutuhkan strategi pelayanan  dan fasilitas penunjang  yang dapat mengcover pelayanan agar berjalan cepat.
6. Semakin kritis dan terbukanya akses  masyarakat dalam menuntut  pelayanan publik yang baik. Meningkatnya keterbukaan terhadap pelayanan publik maka diperlukan sebuah standar pelayanan maupun standar operasional yang sesuai dengan kebutuhan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
7. Adanya kebijakan Pemerintah terkait pengetatan terhadap pegawai maka perlukan strategi pelaksanaan tupoksi secara efisien dan efektif.
2.4.5 Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bekasi Barat
Tantangan tersebut merupakan sebuah realitas, sehingga diperlukan strategi yang tepat dalam mengambil peluang pengembangan terhadap pelayanan. Pengembangan yang diperlukan dalam waktu kedepan adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan ketrampilan terhadap penguasaan ilmu dan teknologi bagi aparatur;
2. Peningkatan sarana pelayanan khususnya tempat sehingga menjadi representatif dan sesuai standar pelayanan;
3. Penyusunan standar prosedur operasional dan standar pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan;
4. Pengembangan sistem fasilitasi kegiatan masyarakat, sehingga fasilitasi tersebut merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan;
5. Adanya Perda tentang Satker  Kecamatan  yang  ditindak  lanjuti  Perwal  nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, tugas, fungsi dan tatakerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen kantor Kecamatan Bekasi Barat.


2.4.6 Kekuatan
1. Adanya Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf sehingga tercipta langkah kerja yang kondusif dan nyaman;
2. Personil yang bekerja secara profesional, berintegritas, berdedikasi dan berkomitmen yang tinggi;
3. Adanya Standar Operasional Prosedur sesuai  Uraian Tugas;
4. Adanya semangat kerja / etos kerja yang memadahi;
5. Deskripsi kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang jelas.
6. Lingkungan kerja yang kondusif.
7. Adanya asset tanah dan gedung / kantor yang cukup representatif.
8. Adanya koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi tugas pekerjaan antara Kecamatan dan Kelurahan.
9. Tersedianya data yang diperlukan dalam pengembangan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

2.4.4 Kelemahan
1. Jumlah personil yang ada di Kecamatan Bekasi Barat  dengan beban tugas yang diemban kurang seimbang;
2. Belum adanya tenaga teknis berkait Pelayanan Perizinan;
3. Sarana dan prasarana instansi kurang memadahi sehingga perlu ditambah, guna pengembangan pelayanan kepada masyarakat;
4. Peraturan pelaksanaan teknis kurang jelas dan kurang koordinatif.
5. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi;
6. Belum adanya pejabat fungsional, sesuai struktur organisasi Kecamatan;
7. Belum optimalnya partisipasi masyarkat dalam proses perencanaan pembangunan




Peluang
1. Adanya kemitraan antara Pemerintah, Masyarakat, dunia usaha dan Perguruan Tinggi.
2. Adanya potensi dan sumber daya sosial, ekonomi /kelembagaan di wilayah.
3. Adanya komitmen Kepala Daerah untuk mengembangkan Kecamatan /wilayah terkait dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan daerah kepada Camat.
4. Adanya fasilitas pendidikan yang kompetitif .
5. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, kemasyarakatan cukup baik.
6. Adanya sarana kesehatan (RS Swasta, Puskemas dll).
Ancaman
1. Tuntutan Pelayanan  kepada masyarakat yang semakin optimal, mengingat tingkat dinamika yang semakin tinggi.
2. Tidak adanya sumber daya alam, sehingga hanya sektor jasa yang diandalkan untuk sumber PAD
	Faktor Kunci Keberhasilan
Dari faktor-faktor internal maupun eksternal tersebut terdapat faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan yang dapat diidentifikasikan berdasarkan analisis internal maupun eksternal sebagai berikut :
1. Adanya peningkatan kapasitas instansi;
2. Adanya peningkatan kesadaran masyarakat;
3. Adanya kepercayaan kepada Birokrat;
4. Adanya dukungan sarana dan prasarana sesuai dengan beban kerjanya;
5. Peningkatan prasarana dan sarana penunjang kegiatan dan pelaksanaan pekerjaan;
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur pemerintah baik dari aspek intelektualitas, ketrampilan maupun mentalitas;
7. Optimalisasi fasilitasi Peran partisipasi Mayarakat dalam kegiatan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan;
8. Peningkatan dan penguatan jalinan kerjasama kemitraan antara pemerintah, Masyarakat, Perguruan Tinggi dan dunia usaha.
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
			Pada Kecamatan Bekasi Barat terdapat beberapa faktor internal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi. Sumber Daya yang dimiliki Kecamatan Bekasi Barat diantaranya adalah Sumber Daya Manusia (SDM), Anggaran, Sarana dan Prasarana, Kelembagaan dan Ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan. Permasalahan adalah kesenjangan antara kondisi yang seharusnya / yang ditargetkan dengan kondisi yang senyatanya. Dengan membandingkan antara Target kinerja RPJMD Kota Bekasi tahun 2018  – 2023 dan tugas pokok dan fungsi Kecamatan, maka permasalahan yang ada di Kecamatan Bekasi Barat adalah sebagai berikut : 
1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Wali Kota Bekasi kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Wali Kota dalam perijinan kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kota Bekasi.
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh–sungguh memperhatikan Coorperate Sosial Resposipility (CSR), maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu PD di Pemerintah Kota Bekasi yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika ativitas masyarakat;
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur ( Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur serta kriteria untuk seleksi rekruitmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme);
5. Peningkatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.
6. Membangun basis data yang terintegrasi lengkap dan senantiasa terbarukan.
7. Optimalisasi koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi.
8. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan untuk meminimalkan deviasi terhadap Visi dan Misi.
9. Kurangnya sarana dan prasarana serta minimnya dana pendukung kegiatan yang ada di Kecamatan sehingga menyebabkan potensi aparatur pemerintah belum dapat dimanfaatkan secara optimal.
10. Belum adanya konsep tentang pemberdayaan SDM yang ada selama ini pemerintah hanya sebatas memberikan motivasi untuk berusaha, tetapi kurang memberikan peningkatan ketrampilan ( Skill).
11. Keanekaragaman budaya semakin memudar dengan adanya perubahan kondisi sosial dan teknologi.

Tabel 3.1
Identifikasi permasalahan berdasar tugas dan fungsi pelayanan
Perangkat Daerah


	Aspek Kajian
	Capaian/ Kondisi saat ini
	Standar yang digunakan
	Faktor yang mempengaruhi
	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

	
	
	
	Internal
	Eksternal
	

	Kesekretariatan
	1. Rangkap jabatan fungsional umum
2. Sumber Daya Manusia tidak sesuai anjab
	UU ASN
	
	1.Adanya moratorium pegawai.
	Belum Optimalnya Penataan Aparatur Pemerintah Daerah

	Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban
	1.Banyaknya pelanggaran perda perijinan, masalah pekat kurang tenaga pengamanan wilayah dan kesadaran keamanan lingkungan
2.Regulasi Pelimpahan Kewenangan
	Perda perijinan, perda retribusi perwal pelimpahan kewenangan
	Kurang sosialisasi perda
	1. Kurang kesadaran masyarakat untuk mengurus perijinan.
2. Masih banyak pelaku pekat dan kriminalitas.
	1. Kurang sosialisasi perda kepada masyarakat
2. Pelaksanaan tugas tidak optimal karena rangkap jabatan
Kegiatan yang dilaksanakan belom ada Juknis, Juklak.

	Pelayanan, Informasi dan Pengaduan.
	Standar Sarpas Pelayanan Publik belum memenuhi.
	Peraturan tentang pelayanan
publik, SOP, SPP

	Kondisi Kantor kurang memadai.
	Tuntutan masyarakat atas fasilitas pelayanan publik yang tinggi.
	Standar Pelayanan Publik beluk memenuhi Standar Pelayanan.

	
	Media Informasi kepada Masyarakat terbatas
	  Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
	Kemampuan di bidang IT terbatas.
	Keterbukaan Informasi Publik kepada masyarakat dari Pemerintah
	

	[bookmark: _Hlk62632145]Pembinaan Sosial Budaya Kecamatan. 
	Partisipasi masyarakat terhadap pelaporan
	
	
	
	Keterlambatan laporan pertanggungjawaban.



Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan masyarakat, Kecamatan merupakan tangan panjang dari pemerintah Kota Bekasi, sehingga selaku PD Kecamatan mempunyai posisi strategis. Namun posisi strategis Kecamatan belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan Sumber Daya Manusia (SDM)  Aparatur yang memadai. 
Pada Kecamatan Bekasi Barat terdapat beberapa faktor internal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi. Sumber daya Kecamatan Bekasi Barat yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi, misi dan tujuannnya. Beberapa masalah yang dihadapi harus segera diatasi agar potensi – potensi yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik.  Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Bekasi Barat antara  lain :
1. Terbatasnya sumber daya yang kompeten dalam meningkatkan kualitas penyelenggaran pemerintahan;
2. Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain: perencana, pengelola anggaran / pembukuan, teknik bangunan dan sumber daya lainnya;
3. Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung meningkatnya kinerja;
4. Belum optimalnya pelaksanaan prosedur kerja;
5. Kurangnya integritas dan profesionalitas aparatur;
6. Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal;
Selain faktor internal diatas, beberapa faktor ekternal juga berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Bekasi Barat. Faktor – faktor dimaksud antara lain:
1. Peraturan Perundang - Undangan
Penyusunan rencana pembangunan daerah, sebagai bagian dari Sistem Manajemen Pembangunan tidak terlepas dari landasan /acuan hukum yang berlaku baik berupa UU, PP, Perpres/Kepres, Permen/Kepmen terkait, Perda dan peraturan – peraturan lainnya.Dengan berubahnya landasan /acuan hukum yang mendasari, disadari bahwa seluruh peraturan perundang - undangan tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi secara baik.
2. Belum dioptimalkannya peran kecamatan selaku PD dalam perencanaan dan penganggaran;
3. Masih lemahnya koordinasi antar lintas PD, Instansi Vertikal;
4. Masih kurangnya pemahaman masyrakat tentang peraturan –peraturan dalam Pemerintahan Daerah.





Tabel 3.1
Tabel Pemetaan Permasalahan

	Masalah Pokok
	Masalah
	Akar Masalah 

	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel di Kecamatan Bekasi Barat 
	Belum Optimalnya Penyelenggaraan pelayanan masyarakat 
	1. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil Pegawai Negeri Sipil serta kualifikasinya sesuai dengan Analisa jabatan, dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap output pelayanan Kecamatan sehingga output pelayanan kewenangan Perangkat Daerah lain dapat mempengaruhi persepsi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan. 

	
	Belum Optimalnya Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan 
	1. Terbatasnya Sumber Daya Masyarakat yang berkompeten dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan.
2. Belum Optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan/Kelurahan dikerenakan adanya tugas pembantuan dan fasilitasi kegiatan Perangkat Daerah lain di tingkat Kecamatan dan Kelurahan. 
3. Belum Optimalnya pemahaman standar pelayanan kepada masyarakat. 


	
	Belum Optimalnya dukungan manajemen 
	Belum Optimalnya pemahaman pelimpahan kewenangan dari Walikota kepada Camat, sehingga masih banyaknya usulan kegiatan dari masyarakat yang bukan merupakan kewenangan Camat.

	Belum optimalnya keamanan dan kenyamanan Kecamatan Bekasi Barat.
	Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat.
	1. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam program pembangunan;
2. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam program Kesehatan 

	
	Ketentraman dan ketertiban umum belum berjalan optimal.
	1. Masih adanya rumah yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
2. Belum Optimalnya penertiban PKL dan Bangunan Liar di Kecamatan Bekasi Barat. 

	
	Belum Maksimalnya pemeliharaan dan fasilitas pelayanan umum.  
	Masih adanya Zona yang belum tertib, bersih dan indah di Kecamatan Bekasi Barat.



3.2 	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
	 
	Menelaah visi, misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah tersebut. 
	Hasil identifikasi PD tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan PD. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
	Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bekasi terpilih untuk periode Tahun 2018 – 2023 adalah “Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan”
	Kecamatan Bekasi Barat dalam upaya mewujudkan Visi Kota Bekasi mengimplementasinkannya sebagai berikut:
Cerdas 	: 	Melalui upgrading SDM yang ada di Kecamatan Bekasi Barat 
Kreatif 	: 	Melaksanakan digital government
Maju 	: 	Peningkatan sarana dan prasarana 
Sejahtera 	:	Peningkatan daya dukung daerah terkait yang dihasilkan oleh Kecamatan Bekasi Barat dan apa kompensasinya untuk Kecamatan Bekasi Barat
Ihsan 	:	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mentoleransi keberagaman yang ada di Kota Bekasi
Dalam mewujudkan pencapaian visi tersebut, maka misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;
2. Membangun, Meningkatkan dan Mengembangkan Prasarana dan Sarana Kota yang maju dan memadai;
3. Meningkatkan Perekonomian Berbasis Potensi Jasa Kreatif dan Perdagangan yang berdaya saing;
4. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan , sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif;
5. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.  
	Ditinjau dari misi Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah terpilih, maka misi yang memiliki keterkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan adalah misi Kesatu yaitu :
	Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan misi kelima yaitu Membangun, meningkatkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.
	Misi pertama bermakna bahwa tata kelola kepemerintahan dalam mewujudkan Visi Pembangunan Kota Bekasi tahun 2018-2023 dilakukan melalui fungsi pengaturan, pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan serta menempatkan aparatur sebagai pamong praja yang menjunjung tinggi integritas terhadap amanah, tugas dan tanggung jawab berdasarkan sepulu prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yaitu: partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, kesetaraan.
	Sedangkan misi kelima bermakna bahwa dinamika pembangunan dan kehidupan warga Kota Bekasi harus diimbangi dengan upaya pengendalian terhadap potensi kerawanan sosial, gangguan ketertiban, penegakan Peraturan Daerah Penanggulangan Bencana serta kesatuan dan ketahan bangsa, kerukunan hidup dan umat beragama, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan.
	Kecamatan Bekasi Barat mendukung Misi I dan Misi V serta  memerankan diri sesuai dengan tugasnya yaitu mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan  publik,  pemberdayaan  masyarakat,  dan  kelurahan.  Kemudian untuk menjalankan tugas  tersebut  kecamatan  memiliki  fungsi  sebagai berikut:
a.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
b.	Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c.	Pengkoordinasian upaya ketentraman,  ketertiban umum  dan perlindungan masyarakat;
d.	Penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
e.	Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan; dan
f.	Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
g.	Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Walikota;
h.	Pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian,  keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
i.	Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi dan pelaporan di penyelenggaraan  pelaksanaan  kegiatan Kecamatan.
	Berdasarkan penelahaan terhadap misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan permasalahan pelayanan PD, dapat diidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana digambarkan dalam Tabel 3.1. berikut ini :
[bookmark: page52]Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Bekasi Barat Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Walikota  dan Wakil Walikota

	VISI : CERDAS, KREATIF,  MAJU, SEJAHTERA DAN IHSAN

	NO
	Misi Dan  Program 
Walikota dan Wakil Walikota Terpilih
	Permasalahan
Pelayanan Kec. Bekasi Barat
	Faktor

	
	
	
	Penghambat
	Pendorong

	Misi : Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel  

	1
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
	1. Terbatasnya sumberdaya yang kompeten dalam meningkatkan kualitas penyelenggaran pemerintahan;
2. Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain: perencana, pengelola anggaran/ pembukuan, teknik bangunan dan sumber daya lainnya
	1. Plafon anggaran PD
2. Pelatihan dilakukan didasarkan pada kebutuhan PD penyelenggara pelatihan
	1. Inovasi Manajemen Pelayanan di Kecamatan
2. Tuntutan masyarakat terhadap kinerja aparatur Kelurahan dan Kecamatan

	2.
	Program Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik
	Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung meningkatnya kinerja
	1. Plafon anggaran PD 
2. Belum tersedianya Standar Pelayanan Publik
3. Belum teredianya Kode Etik Pelayanan Publik
4. Sarana dan prasarana kurang mendukung

	1. Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance 
2. Regulasi yang tidak tumpang tindih dan harmonis, serta mendorong pencapaian kinerja pemerintahan
3. SDM apatur yang berintegritas, netral, profesional, dan sejahtera;
4. Inovasi Manajemen Pelayanan di Kecamatan.

	3.
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
	Belum optimalnya pelaksanaan partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha
	Kurangnya ide kreatif dan gagasan yang inovatif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha
	Tingkat partisipasi masyarakat

	Misi V : Membangun, Meningkatkan kehidupan kota yang aman dan cerdas serta lingkungan yang nyaman 

	1
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
	Belum Optimalnya Penertiban PKL dan Bangunan Liar dilingkungan Kecamatan Medansatria
	Kurang  Sadarnya Masyarakat dalam Hukum dan Perda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bekasi
	Target Adipura




3.3..Telaahan Renstra Propinsi Jawa Barat
Refrensi renstra Jawa Barat adalah Biro Tata Pemerintahan. Visi Biro Tata Pemerintahan Jawa Barat adalah Fasilitator Yang Handal Dalam Mewujudkan Pemerintahan Dan Kerja Sama Daerah Provinsi Jawa Barat Salah satu misinya adalah Mewujudkan tata pemerintahan yang baik di Jawa Barat. Oleh karenanya semakin menguatkan bahwa kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Bekasi Barat  akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi.
Dalam RPJPD Kota Bekasi terkait dengan kelembagaan  terutama  yang  sudah dilaksanakan pada lima tahun sebelumnya adalah bahwa penyelenggaraan sistem   pemerintahan yang baik akan mendorong  terciptanya  kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
Untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat terdapat beberapa permasalahan diantaranya masih diperlukan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas unggul, peningkatan peluang kesempatan kerja dan berusaha, pemberdayaan Koperasi dan UMKM, termasuk pedagang pasar tradisional, mengembangkan kemitraan antara pengusaha besar dan UMKM, memperkuat pemberdayaan dan pengarusutamaan gender untuk kaum perempuan, lanjut usia, difabel, miskin dan perlindungan anak.
Untuk Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat maka Pemerintah Kota Bekasi Bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dengan sasaran terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas. Strategi yang ditempuh adalah Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan analisis jabatan dan memantapkan kelembagaan.
Berkenaan dengan hal itu maka sebagai Perangkat Daerah  berkewajiban untuk mewujudkan perbaikan proses perencanaan yang melibatkan masyarakat. Sedangkan berkenaan dengan analisa jabatan Perangkat Daerah Kecamatan berupaya memberikan pemikiran pada Perangkat Daerah terkait untuk mewujudkan analisa jabatan yang sesuai dengan beban kerja yang ada.
Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Renstra Biro Tapem Jawa Barat
	Sasaran Renstra BiroTapem Jawa Barat
	Permasalahan Kecamatan Bekasi Barat terkait Sasaran Renstra Biro Tapem Jawa Barat
	Faktor

	
	
	Pendukung
	Penghambat

	Terciptanya pemerintahan Desa/Kelurahan yang baik dan sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan
	1. Belum optimalnya pelaksanaan prosedur kerja;
2. Kurangnya integritas dan profesionalitas aparatur

	1. Belum terlaksananya Standar Pelayanan Publik
2. Belum terlaksananya Kode Etik Pelayanan Publik
	1. Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance


	


3.3.1 Telaahan Renstra Kementrian / Lembaga
Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2020-2024, yang  memuat pokok-pokok kebijakan yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Kecamatan Bekasi Barat dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dapat kita lihat tabel dibawah ini :
Tabel 3.4
Sasaran Kementerian Dalam Negeri Periode 2020-2024

	
No
	Sasaran
	Indokator Sasaran
	Target

	
	
	
	2020
	2024

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa
	
	Jumlah peristiwa konflik sosial
	≤ 83 peristiwa
	≤ 83 peristiwa

	2
	Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas
	1
	Persentase partisipasi politik masyarakat pada saat pemilu
	73,2%
	77,5%

	
	
	2
	Persentase peristiwa konflik berlatar belakang pemilu dan pilkada
	< 10 %
	< 10 %

	3
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah
	1
	Tingkat kualitas tata kelola Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
	55%
	80%

	
	
	2
	Persentase kinerja (maksimal) pemerintahan pada daerah otonom baru
	20%
	70%

	
	
	3
	Jumlah Perda bermasalah
	350 perda
	50 perda

	
	
	4
	Persentase kelembagaan organisasi perangkat daerah yang Ideal
	45%
	70%

	
	
	5
	Persentase kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pimpinan dan anggota DPRD memiliki kapasitas manajemen dan kepemimpinan daerah

	30%
	70%

	4
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah
	1
	Persentase penerapan SPM di Daerah (prov/kab/kota)
	75%
	90%

	
	
	2
	Persentase daerah yang memenuhi pelayanan Dasar
	-
	60%

	
	
	3
	Jumlah daerah yang memiliki PTSP yang Prima
	34
provinsi
	34 
provinsi dan 204 kab/ kota

	
	
	4
	Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM
	20%
	60%

	
	
	5
	Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM
	10%
	50%

	
	
	6
	Persentase pemerintah daerah yang menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik
	100%
provinsi
5%
Kab/kota
	100%
provinsi
30%
Kab/kota

	5
	Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam
pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah
	Persentase kinerja peran
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah
	50%
kerja baik
	70%
kinerja   baik

	6
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.
	1
	Persentase Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan dasar masyarakat
	15%
	25%

	
	
	2
	Jumlah Provinsi/Kab/ Kota yang menetapkan Perda tentang APBD Provinsi/Kab/Kota yang tepat waktu
	30
provinsi
	30 provinsi 
300 Kab/kota

	
	
	3
	Jumlah prov/Kab/ Kota yang menetapkan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu
	30
provins i
250
Kab/ko
	30
provinsi 300
Kab/kota

	
	
	4
	Jumlah pemda yang menerapkan akuntansi berbasis akrual
	30 prop.
250 Kab/kota
	30 prop.
300 Kab/kota

	7
	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat
	1
	Jumlah desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik
	5.000
desa
	40.000
Desa

	
	
	2
	Jumlah desa dengan tata kelola keuangan dan aset yang efektif, transparan dan akuntabel
	5.000
desa
	40.000
Desa

	
	
	3
	Jumlah desa swasembada
	2.000
desa
	10.000
Desa

	   8
	Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan
	1
	Peningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan database kependudukan nasional yang akurat
	34
provinsi
514
Kab/ko
	34
provinsi 514
Kab/kota

	
	
	2
	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran
	75%
	85%

	9
	Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional
	1
	Peningkatan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP- el oleh lembaga pengguna Pusat
	21
lembaga
	40
lembaga

	
	
	2
	Penyediaan DP4 untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak
	269
daerah
	541 daerah

	10
	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri
	1
	Persentase lulusan IPDN dengan nilai baik yang siap menjadi kader pelopor revolusi mental
	50%
	85%

	
	
	2
	Persentase tingkat kepuasan stakeholders terhadap Etos Kerja Alumni
	65%
	85%

	
	
	3
	Peningkatan kompetensi aparatur Kemendagri dan Pemda melalui pengembangan kapasitas SDM
	30%
	80%

	11
	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri
	1
	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemendagri
	WTP
	WTP

	
	
	2
	Nilai Penegakan Integritas - Bebas Korupsi Kemendagri dan Pemerintah Daerah
	B (75)
	B (85)

	12
	Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi
	1
	Akuntabilitas kinerja Kemendagri
	Lapkin
	Lapkin A

	
	
	2
	Indeks reformasi birokrasi Kemendagri
	B
	A



Dari Renstra Kemendagri Tahun 2020-2024  yang memuat pokok-pokok kebijakan sebagai  pedoman bagi Kecamatan Bekasi Barat dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan pemberdayaan masuarakat.
Beberapa sasaran kebijakan dalam renstra  kementrian  ini  telah  berjalan dengan baik di Kecamatan Bekasi Barat dengan ditanda tanganinya hal-hal sebagai berikut :
1. Semakin membaiknya pemahaman akan keaneka ragaman budaya  nilai-  nilai kebangsaan yang mendorong meningkatkan rasa persatuan danpersatuan bangsa.
2. Penyelenggaraan  tugas,  fungsi  dan  wewenang  kecamatan  sesuai  peraturan perundang-undangan yang berlaku serta efektifitas pelaksananya sesuai tata kelola pemerintahanan yang baik.
3. Terus meningkatkan fasilitasi / pelayanan publik agar berupaya untuk mengakomodasi kepentingan seluruh masyarakat Kecamatan Bekasi Barat tanpa kecuali dengan mengedepankan 5 afirmatif gender (perempuan, miskin, balita, disabilitas, lansia).
4. Terkait pemberdayaan masyarakat Kecamatan Bekasi Barat Disediakan Ruang Bagi Masyarakat Kecamatan Bekasi Barat untuk mengembangkan diri dari posisi tidak berdaya menjadi berdaya melalui kegiatan berbasis pemberdayaan seperti pelatihan, penyuluhan, sosialisasi serta pembinaan.

3.4 	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi
	RT/RW Kota Bekasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT RW) Kota Bekasi Tahun 2011 – 2031 memuat peruntukan ruang diwilayah Kota Bekasi, agar ruang tersebut difungsikan sesuai dengan peruntukannnya dan tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Lingkungan hidup merupakan isu yang mengemuka pada saat ini, terjadinya kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia.
Berdasarkan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota Bekasi Kecamatan Bekasi Barat termasuk dalam kawasan pengembangan kawasan Hunian, Perdagangan dan jasa serta Industri. Kota Bekasi merupakan bagian dari wilayah metropolitan Jabodetabek dari waktu ke waktu mengalami perkembangan ekonomi dan jasa yang sangat pesat. 
Telaah rencana tata ruang wilayah dan lingkungan hidup strategis di Kecamatan Bekasi Barat berdasarkan visi dan misi Kota Bekasi antara lain;
1. Membangun prasarana dan sarana yang serasi dengan dinamika dan pertumbuhan penduduk;
2. Mewujudkan ketersediaan prasarana dan sarana yang merata bagi seluruh warga;
3. Terbangun dan terpeliharanya jaringan jalan arteri Kecamatan, kolektor Kecamatan serta lokal Kecamatan;
4. Terpenuhinya kelayakan prasarana dan sarana pada perumahan;
5. Diraihnya kembali Adipura yang berbudaya;
6. Meningkatnya cakupan pelayanan sampah kepada warga masyarakat;
7. Menurunnya timbunan sampah di lingkungan Kecamatan;
8. Terlaksananya Rencana Tata Ruang Wilayah secara optimal.

Tabel 3.5
Hasil Telaah Struktur Ruang Wilayah Kota Bekasi
	Rencana Struktur Ruang
	Struktur Ruang Saat ini
	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada pereode perencanaan berkenaann
	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah
	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

	Dominasipemanfaatan ruang pemukiman
	Kawasan pemukiman disertai penataan lingkungan

	Penataan lingkungan pemukiman
	Kebutuhan terhadap fasilitator pemberdayaan masyarakat
	Memperkuat SDM terkait perijinan kawasan terbangun

	Pusat Bisnis dan perniagaan
	Percampuran antara pemukiman dan kawasan bisnis namun dominasinya yang menentukan
	Kawasan bisnis dan pemukiman dengan dukungan mana yang lebih dominan tidak menghilangkan non dominan
	Pemahaman terhadap peta struktur ruang dan pola ruang
	Kajian dari Pemerintah Daerah yang berwenang terkait dengan struktur tata ruang dan pola ruang di wilayah.



3.4.2 Telaahan Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Bekasi
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah Proses sistematis untuk mengevaluasi konsekuensi lingkungan hidup dari suatu usulan kebijakan, Rencana atau program upaya untuk menjamin bahwa konsekuensi dimaksud telah dipertimbangkan dan dimasukan sedini mungkin dalam proses pengambilan rencana  sosial dan ekonomi. Hubungannya dengan Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Barat, Bahwa dalam menyusun Rencana Strategis perlu diperhatikan KLHS dan menjadi dasar dalam penyusunan guna untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan di wilayah Kota Bekasi.



Tabel 3.6
Hasil Telaah KLHS Kota Bekasi
	No
	Aspek Kajian
	Ringkasan KLHS
	Implikasi Terhadap pelayanan Perangkat Daerah
	Catatan Bagi Perumusan Program dan Kegiatan

	1
	Perkiran mengenai dan dampak dan resiko lingkungan hidup.
	Saluran air di beberapa wilayah Kecamatan Bekasi Barat  mulai dilakukan penataan sanitasi air.  
	Pelayanan Perangkat Daerah pada tingkat Kecamatan adalah memperbanyak penyuluhan dan pembinaan terkait dengan lingkungan sesuai pelimpahan kewenangan.

	Program diarahkan pada Monitoring terhadap  Penataan Sanitasi Pemukiman.

	2
	Kinerja pelayanan/jasa ekosistem.
	Harus ada pengaturan yang komperhensif dan holistic.
	Memfokuskan pada kelestarian ekosisitem perkataan sesuai kewenangan.
	Program diarahkan pada monitoring terhadap pengunaan sumber air, pentaan sanitasi pemukiman.

	3
	Efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Alam.
	Memelihara kawasan sumber air (koservasi air) dan mengatur eksploitasi sumber air tanah.

	Pengeduan masyarakat terhadap ketersediaan sumber air tanah.
	Program diarahkan pada penyelematan sumber air tanah di Bekasi.

	4
	Tingkat kerentanan dan kapasitas. adaptasi terhadap perubahan iklim
	Perubahan iklim ke arah kurangnya pemenuhan air. bersih sangat tinggi tingkat ketergantungannya.
	Perubahan iklim yang tidak diikuti dengan adaptasi. yang baik dapat meningkatkan angka kemiskinan.
	Program diarahkan pada Analisis. perubahan iklim dan upaya penanggulangan dan adaptasinya.


	5
	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.
	Sangat perlu diversifikasi keanekaragaman hayati terutama flora.
	Munculnya usulan kampung hijau, kampung sayur dan sejenisnya.
	Program diarahkan pada diversifikasi flora dalam penghijauan kota.




3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya,  ada beberapa isu trategis yang harus disikapi dan diantisipasi sebagai suatu permasalahan yang dihadapi pemerintah Kecamatan Bekasi Barat, yaitu :
a. Belum memadainya sarana dan prasarana kantor seperti komputer dan meubeulair untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan Kelurahan;
b. Kurangnya kuantitas dan kualitas Aparatur pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan dalam menjalankan Tupoksi Kecamatan dan Kelurahan;
c. Belum terpenuhinya sumber daya aparatur secara proporsional memenuhi kualitas maupun kuantitas sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Bekasi Barat;
d. Kondisi masyarakat yang heterogen baik suku, agama, ras dan antar golongan, dimungkinkan memunculkan konflik horizontal;
e. Belum terjalinnya kerjasama yang baik untuk menunjang percepatan pembangunan meskipun perkembangan dunia usaha yang sangat meningkat
f. Ketidak teraturan masalah ketertiban dan Keamanan yang timbul karena Perkembangan sentra-sentra jasa dan perdagangan selain membutuhkan lokasi strategis.
g. Belum optimalnya pengembangan UKM;
h. Kurang tersedianya Infrastruktur jalan dan saluran air yang memadai



BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN 

4.1.   Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bekasi Barat 
Guna menjabarkan Rencana Strategis Daerah Kota Bekasi maka disusunlah  Rencana  Strategis  Perangkat  Daerah  Kecamatan  Bekasi Barat  yang merupakan dokumen perencanaan Instansi Kecamatan Bekasi Barat 5 (lima) tahun ke depan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Bekasi Barat Kota Bekasi. Rencana Strategis ini merupakan kerangka acuan serta gambaran situasi dan kondisi Instansi sebagai pola dasar perencanaan yang mampu  mendorong  berbagai  komponen  dan  potensi  yang  ada  guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal, efektif dan efisien dan mengacu pada Misi Ke I dan V Kota Bekasi yaitu : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan Bekasi Barat yang Profesional dan Akuntabel dan Mewujudkan Kecamatan Bekasi Barat yang Tertib dan Aman.
A. Tujuan 
		Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan  lima  tahun  ke  depan.  Sejalan  dengan  itu,  maka  Kecamatan Bekasi Barat  memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan.
Adapun tujuannya yaitu :
1. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel di Kecamatan Bekasi Barat
Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator tujuan, yaitu Pencapaian Nilai Zona Integritas Kecamatan Bekasi Barat
2. Mewujudkan Kecamatan Bekasi Barat yang Aman dan Nyaman
Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, Tingkat Penanganan terhadap masalah  Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat di Wilayah Kecamatan Bekasi Barat .
B. Sasaran 
Sasaran   adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh   Perangkat Daerah Kecamatan Bekasi Barat  untuk jangka waktu 5  tahun kedepan,  Kecamatan Bekasi Barat menetapkan  Sasaran  sebagai berikut :
1. Meningkatnya Akuntabilitas Layanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Bekasi Barat 
Sasaran tersebut akan diukur melalui tiga (3) indikator sasaran, yaitu Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Barat, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Publik, Persentase Peningkatan Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Bekasi Barat.
2. Terwujudnya Ketertiban, Ketentraman Masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat 
Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator sasaran, yaitu Persentase peningkatan wilayah yang tertib.
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Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bekasi Barat 
Sebelum Perubahan

	No
	Tujuan
	Indikator Tujuan
	Indikator Sasaran
	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-

	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	(1)
	(2)
	(3)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	1

	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel di Kecamatan Bekasi Barat 
	Meningkatnya kinerja dan layanan publik di Kecamatan Bekasi Barat  
	Persentase Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang Meningkat d Kecamatan Bekasi Barat
	60 %
	60 %
	60 %
	60 %
	60 %

	
	
	
	Indeks Kepuasan Masyarakat
	79
	80
	81
	82
	83

	 2.
	Mewujudkan Kecamatan Bekasi Barat yang Tertib dan Aman
	Terwujudnya Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) yang Holistik di Wilayah Kecamatan Bekasi Barat
	Cakupan Wilayah yang tertib dan aman

	43 %
	50 %
	57 %
	71 %
	81 %











Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bekasi Barat 
Sesudah Perubahan

	No
	Tujuan
	Sasaran
	Indikator Sasaran
	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-

	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	(1)
	(2)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	1
	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel di Kecamatan Bekasi Barat 
	
	Capaian Nilai Zona Integritas (ZI)
	-
	-
	40
	40
	40

	
	
	1. Meningkatnya Akuntabilitas, Layanan Publik dan PemberdayaanMasyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Bekasi Barat 

	1.1 Nilai AKIP
Kecamatan Bekasi Barat

	-
	-
	70
	71
	72

	
	
	
	1.2 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Publik 
	81
	81,5
	82
	82,5
	83

	
	
	
	1.3 Persentase
Peningkatan
Pemberdayaan
Masyarakat Dalam
Pembangunan

	-
	-
	60
	60
	60

	 2.
	Mewujudkan Kecamatan Bekasi Barat yang Aman dan Nyaman
	
	Persentase  Penurunan jumlah pelanggaran Ketentraman dan ketertiban umum
	43
	50
	57
	71
	86

	
	
	2. TerwujudnyaKetertiban, ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat
	2.1  Persentase Peningkatan wilayah yang tertib

	43
	50
	57
	71
	86
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BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI
Upaya mewujudkan Visi, Misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bekasi memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai.  Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan  rumusan  strategi  yang  dipilih  agar  lebih  terarah  dalam  mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun mulai 2018 sampai dengan 2023.  Arah kebijakan memberi pedoman bagi prioritas dan sasaran pokok tahunan di Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Penetapan arah kebijakan pembangunan menekankan pada isu pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah Kecamatan Bekasi Barat menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah Kecamatan Bekasi Barat mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Bekasi Barat Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Perangkat Daerah Kecamatan Bekasi Barat mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. 

5.2  KEBIJAKAN
Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati para-pihak terkait dan  ditetapkan oleh  yang  berwenang  untuk  dijadikan  pedoman, pegangan atau petunjuk  bagi  setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dengan kata lain bahwa strategi adalah alat penghubung antara visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang diemban oleh pemda dan atau dalam lingkup Kecamatan  Bekasi Barat. Strategi juga merupakan cara/ langkah demi langkah yang dilakukan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan Strategis.
Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

	 Visi   	    : Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan 

	 Misi 1     : Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

	Tujuan
	Sasaran
	Strategi
	Arah kebijakan

	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang, Akuntabel di Kecamatan Bekasi Barat
	Meningkatnya
Akuntabilitas,
Layanan Publik dan
Pemberdayaan
Masyarakat dalam
Pembangunan di
Kecamatan
Bekasi Barat. 


	- Meningkatkan
kemitraan dan
kolaborasi
pemerintah dan
masyarakat
dalam
pembangunan
- Meningkatkan
keterbukaan
informasi dan
pelayanan
publik
	- Meningkatkan akuntabilitas
kinerja perangkat daerah
- Peningkatan Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan
- Meningkatkan Partisipasi
Masyarakat

	Misi V  	: Membangun, Meningkatkan Dan Mengembangkan Kehidupan Kota Yang Aman Dan Cerdas Serta Lingkungan Hidup Yang Nyaman

	Mewujudkan Kecamatan Bekasi Barat yang Aman dan Nyaman 
	Terwujudnya
ketertiban dan
ketentraman
masyarakat
yang didukung
oleh kohesi
sosial yang kuat
	- pencegahan konflik
sosial
	Pengembangan Daya Dukung Fasilitas Umum Yang Memadai di Lingkungan RT/RW untuk kepentingan Prasarana dan Sarana Sosial
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 2020

	Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi sebelum perubahan meliputi :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
3. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Penyediaan Makanan dan Minuman;
8. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah;
9. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran;
10.  Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11.  Penyediaan Jasa Keamanan Kantor;
12.  Penataan Arsip.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.
3. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
2. Penyusunan Laporan Keuangan.
5. Program Kemasyarakatan, Penyelenggaran Layanan Pemerintahan, Pelaksanaan Urusan Pemerintah, Dukungan Manajemen

1. Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan Bekasi Barat;
2. Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kelurahan Kranji;
3. Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kelurahan Kotabaru;
4. Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Bintara;
5. Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Bintarajaya;
6. Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Jakasampurna; 
7. Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan Bekasi Barat;
8. Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, Pemuda, Olahraga dan Kewanitaan di Kecamatan Bekasi Barat;
9. Evaluasi Kinerja Kelurahan dan Kecamatan di Kecamatan Bekasi Barat;
10. Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan Bekasi Barat;
11. Penguatan Kapasitas RT dan RW  di Kelurahan Kranji;
12. Penguatan Kapasitas RT dan RW  di Kelurahan Kotabaru;
13. Penguatan Kapasitas RT dan RW  di Kelurahan Bintara;
14. Penguatan Kapasitas RT dan RW  di Kelurahan Bintarajaya;
15. Penguatan Kapasitas RT dan RW  di Kelurahan Jakasampurna;
16. Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Bintara Jaya;
17.  Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Bintara;
18. Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Kranji;
19. Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Kotabaru;
20.   Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Jakasampurna;
21. Penyelenggaraan LPM di Kecamatan Bekasi Barat;
22. Penyelenggaraan LPM di Kelurahan Kranji;
23. Penyelenggaraan LPM di Kelurahan Kotabaru;
24. Penyelenggraan LPM di Kelurahan Bintara;
25. Penyelenggaraan LPM di Kelurahan Bintarajaya;
26. Penyelenggaraan LPM di Kelurahan Jakasampurna;
27. Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di Kecamatan Bekasi Barat;
28. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jakasampurna;
29. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kranji;
15. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bintara;
16. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bintarajaya;
17. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kotabaru.



6. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1. Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Barat;
2. Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Kecamatan Bekasi Barat.
3. Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan di Lingkungan Kelurahan Kranji;
4. Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan di Lingkungan Kelurahan Kotabaru; 
5. Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan di Lingkungan Kelurahan Bintara;
6. Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan di Lingkungan Kelurahan Bintarajaya;
7. Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan di Lingkungan Kelurahan Jakasampurna. 
Program dan Kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi setelah perubahan meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota
1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
· Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2) Administrasi Keuangan dan Perangkat Daerah
· Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
· Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
· Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
· Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
· Penyediaan Bahan Logistik Kantor
· Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
· Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
· Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD



5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
· Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
· Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
· Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
· Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
· Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
1) Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
· Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kecamatan Bekasi Barat
· Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Kotabaru
· Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Kranji
· Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Bintara
· Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Bintarajaya
· Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Jakasampurna
2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan kepada Camat
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan 



3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
1) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
· Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 
· Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kotabaru
· Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kranji
· Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bintara
· Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bintarajaya
· Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jakasampurna
· Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
· Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kotabaru
· Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kranji
· Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bintara 
· Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bintarajaya
· Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jakasampurna
· Evaluasi Kelurahan Kecamatan Bekasi Barat
2) Pemberdayaan Lembaga Kemasyrakatan Tingkat Kecamatan
· Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kotabaru
· Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kranji
· Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bintara
· Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bintarajaya
· Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Jakasampurna

4. 	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 
1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 
· Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instalasi Vertikal di Wilayah Kecamatan
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
-    Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
Untuk  menggambarkan Program  kerja,  kegiatan  /  output,  indikator  kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel   sebagai berikut :
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Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Bekasi  Barat
(Dalam Ribuan Rupiah)

	Tujuan
	Sasaran
	Kode
	Program  
  dan
Kegiatan
	Indikator 
Kinerja
 Tujuan,  Sasaran, Program (outcome)  
dan    
Kegiatan 
(output)
	Capaian Tahun 
Awal
	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
	Lokasi

	
	
	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	Kondisi
Kinerja 
pada akhir
periode
Renstra Perangkat Daerah
	
	

	
	
	
	
	
	
	Tgt
	Rp.
	Tgt
	Rp
	Tgt
	Rp.
	Tgt
	Rp.
	Tgt
	Rp.
	Tgt
	Rp.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel di Kecamatan Bekasi Barat															
	Meningkatnya Akuntabilitas, Layanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Bekasi Barat 

	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	
	
	
	
	
	
	
	   21,362,909,000 
	
	   21,362,909,000 
	
	   21,362,909,000 
	
	
	
	

	
	
	
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	
	
	
	
	
	Tercapainya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan
	15,000,000.
	Tercapainya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan
	15,000,000.
	Tercapainya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan


	15,000,000
	Tercapainya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan
	45.000.000
	Kecamatan Bekasi Barat.
	

	
	
	
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Tercapainya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan
	
	
	
	
	
	Tercapainya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan
	12,408,933,000. 
	Tercapainya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan
	   12,408,933,000. 
	Tercapainya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan
	   12,408,933,000 
	Tercapainya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan
	 37.226.799.000
	
	

	
	
	
	4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
	Tercapainya Penyusunan Laporan Akhir Tahun
	
	
	
	
	
	Tercapainya Penyusunan Laporan Akhir Tahun
	15,000,000.
	Tercapainya Penyusunan Laporan Akhir Tahun
	15,000,000
	Tercapainya Penyusunan Laporan Akhir Tahun
	15,000,000. 
	Tercapainya Penyusunan Laporan Akhir Tahun
	45,000,000.
	
	

	
	
	
	
5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah


	
	
	
	
	
	
	
	110,000,000
	
	180,000,000
	
	180,000, 00
	
	450,000,000
	
	

	
	
	
	6. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya , Tersedianya Pakaian Olah Raga
	
	
	
	
	
	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya , Tersedianya Pakaian Olah Raga
	
	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya , Tersedianya Pakaian Olah Raga
	
	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya , Tersedianya Pakaian Olah Raga
	
	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya , Tersedianya Pakaian Olah Raga
	
	
	

	
	
	
	7. Pendidikan dan Pelatihan Formal
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal
	
	
	
	
	
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal
	20,000,000
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal
	30,000,000
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal
	30,000,000
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal
	80,000,000
	
	

	
	
	
	8. Administrasi Umum Perangkat Daerah

	
	
	
	
	
	
	
	405,000,000.
	
	405,000,000.
	
	405,000,000.
	
	1.015,000,000.
	
	

	
	
	
	9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor Kecamatan dan Kelurahan
	
	
	
	
	
	Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor Kecamatan dan Kelurahan
	20,000,000
	Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor Kecamatan dan Kelurahan
	20,000,000
	Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor Kecamatan dan Kelurahan
	20,000,000.
	Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor Kecamatan dan Kelurahan
	60,000,000.
	
	

	
	
	
	10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Terpenuhinya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
	
	
	
	
	
	Terpenuhinya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
	-
	Terpenuhinya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
	150,000,000
	Terpenuhinya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
	200,000,000.
	Terpenuhinya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
	350,000,000.00
	
	

	
	
	
	11. Penyediaan Alat Tulis Kantor
	
Jumlah Alat Tulis Kantor




	
	
	
	
	
	Jumlah Alat Tulis Kantor
	130,000,000
	Jumlah Alat Tulis Kantor
	180,000,000
	Jumlah Alat Tulis Kantor
	200,000,000
	Jumlah Alat Tulis Kantor
	510,000,000.
	
	

	
	
	
	12. Penyediaan Makanan dan Minuman
	
Jumlah Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Rapat rapat

	
	
	
	
	
	Jumlah Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Rapat rapat
	40,000,000.
	Jumlah Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Rapat rapat
	40,000,000.
	Jumlah Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Rapat rapat
	40,000,000.
	Jumlah Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Rapat rapat
	120,000,000
	
	

	
	
	
	13. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	Jumlah Cetakan, Foto Copy dan Penjilidan
	
	
	
	
	
	Jumlah Cetakan, Foto Copy dan Penjilidan
	120,000,000
	Jumlah Cetakan, Foto Copy dan Penjilidan
	150,000,000
	Jumlah Cetakan, Foto Copy dan Penjilidan
	170,000,000
	Jumlah Cetakan, Foto Copy dan Penjilidan
	440,000,000
	
	

	
	
	
	14. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	Jumlah Bahan Bacaan/Peraturan Perundang-Undangan

	
	
	
	
	
	Jumlah Bahan Bacaan/Peraturan Perundang-Undangan
	25,000,000.
	Jumlah Bahan Bacaan/Peraturan Perundang-Undangan
	25,000,000.
	Jumlah Bahan Bacaan/Peraturan Perundang-Undangan
	25,000,000.
	Jumlah Bahan Bacaan/Peraturan Perundang-Undangan
	75,000,000.
	
	

	
	
	
	15. Rapat-Rapat  Kordinasi  dan  Konsultasi  ke  Luar Daerah
	Jumlah Frekuensi Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Perjalanan Dinas

	
	
	
	
	
	Jumlah Frekuensi Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Perjalanan Dinas
	49,000,000
	Jumlah Frekuensi Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Perjalanan Dinas
	49,000,000
	Jumlah Frekuensi Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Perjalanan Dinas
	50,000,000
	Jumlah Frekuensi Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Perjalanan Dinas
	148,000,000
	
	

	
	
	
	16. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
	Tersusunya arsip secara rapih dan aman


	
	
	
	
	
	
	
	Tersusunnya arsip secara rapih dan aman
	50,000,000
	Tersusunya arsip secara rapih dan aman
	50,000,000
	Tersusunya arsip secara rapih dan aman
	100,000,000
	
	

	
	
	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Jumlah Rekening Telepon, Internet, Air dan Listrik

	
	
	
	
	
	Jumlah Rekening Telepon, Internet, Air dan Listrik
	354,600,000
	Jumlah Rekening Telepon, Internet, Air dan Listrik
	354,600,000
	Jumlah Rekening Telepon, Internet, Air dan Listrik
	354,600,000
	Jumlah Rekening Telepon, Internet, Air dan Listrik
	1,063,800,000
	
	

	
	
	
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
	
Jumlah Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran yang Disediakan

	
	
	
	
	
	Jumlah Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran yang Disediakan
	7,576,776,000
	Jumlah Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran yang Disediakan
	7,576,776,000
	Jumlah Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran yang Disediakan
	7,576,776,000
	Jumlah Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran yang Disediakan
	22,730,328,000
	
	

	
	
	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
	Jumlah Petugas Jasa Kebersihan
	
	
	
	
	
	Jumlah Petugas Jasa Kebersihan
	150,000,000
	Jumlah Petugas Jasa Kebersihan
	150,000,000
	Jumlah Petugas Jasa Kebersihan
	150,000,000
	Jumlah Petugas Jasa Kebersihan
	450,000,000
	
	

	
	
	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

	
	
	
	
	
	
	
	445,000,000.
	
	460,000,000.
	
	460,000,000.
	
	1.365,000,000
	
	

	
	
	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional
	
	
	
	
	
	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional
	200,000,000.
	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional
	200,000,000.
	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional
	200,000,000.
	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional
	600,000,000.
	
	

	
	
	
	Pemeliharaan  Rutin/Berkala  Peralatan  Gedung Kantor

	Jumlah Peralatan Gedung Kantor
	
	
	
	
	
	Jumlah Peralatan Gedung Kantor
	45,000,000.
	Jumlah Peralatan Gedung Kantor
	45,000,000.
	Jumlah Peralatan Gedung Kantor
	60,000,000.
	Jumlah Peralatan Gedung Kantor
	150,000,000.
	
	

	
	
	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
	Luas Gedung Kantor
	
	
	
	
	
	Luas Gedung Kantor
	200,000,000
	Luas Gedung Kantor
	200,000,000
	Luas Gedung Kantor
	200,000,000
	Luas Gedung Kantor
	600,000,000
	
	

	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel di Kecamatan Bekasi Barat
	Meningkatnya Akuntabilitas, Layanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Bekasi Barat 

	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
	Capaian Kepuasan Terhadap Pelayanan Masyarakat
	
	
	
	
	
	Persentase Wilayah Tertib K3
	50,000,000
	Persentase Wilayah Tertib K3
	50,000,000
	Persentase Wilayah Tertib K3
	70,000,000
	Persentase Wilayah Tertib K3
	170,000,000
	
	

	
	
	
	

Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan di Kelurahan Kranji




	Sarana dan Prasarana K3 serta Laporan Pelaksanaan Kegiatan K3
	
	
	
	
	
	Sarana dan Prasarana K3 serta Laporan Pelaksanaan Kegiatan K3
	25,000,000
	Sarana dan Prasarana K3 serta Laporan Pelaksanaan Kegiatan K3
	25,000,000
	Sarana dan Prasarana K3 serta Laporan Pelaksanaan Kegiatan K3
	25,000,000
	Sarana dan Prasarana K3 serta Laporan Pelaksanaan Kegiatan K3
	75,000,000
	
	

	
	
	
	Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan di Kelurahan Jakasampurna
	 Sarana dan Prasarana K3 serta Laporan Pelaksanaan Kegiatan K3

	
	
	
	
	
	Sarana dan Prasarana K3 serta Laporan Pelaksanaan Kegiatan K3
	25,000,000.
	Sarana dan Prasarana K3 serta Laporan Pelaksanaan Kegiatan K3
	25,000,000
	Sarana dan Prasarana K3 serta Laporan Pelaksanaan Kegiatan K3
	25,000,000
	Sarana dan Prasarana K3 serta Laporan Pelaksanaan Kegiatan K3
	75,000,000.
	
	

	
	
	
	Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan di Kelurahan Kotabaru
	 Sarana dan Prasarana K3 serta Laporan Pelaksanaan Kegiatan K3
	
	
	
	
	
	Sarana dan Prasarana K3 serta Laporan Pelaksanaan Kegiatan K3
	25,000,000.00
	Sarana dan Prasarana K3 serta Laporan Pelaksanaan Kegiatan K3
	25,000,000.00
	Sarana dan Prasarana K3 serta Laporan Pelaksanaan Kegiatan K3
	25,000,000.00
	Sarana dan Prasarana K3 serta Laporan Pelaksanaan Kegiatan K3
	75,000,000.00
	
	

	
	
	
	Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan di Kelurahan Bintara
	 Sarana dan Prasarana K3 serta Laporan Pelaksanaan Kegiatan K3
	
	
	
	
	
	Sarana dan Prasarana K3 serta Laporan Pelaksanaan Kegiatan K3
	25,000,000
	Sarana dan Prasarana K3 serta Laporan Pelaksanaan Kegiatan K3
	25,000,000
	Sarana dan Prasarana K3 serta Laporan Pelaksanaan Kegiatan K3
	25,000,000.
	Sarana dan Prasarana K3 serta Laporan Pelaksanaan Kegiatan K3
	75,000,000
	
	

	
	
	
	Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan di Kelurahan Bintarajaya
	 Sarana dan Prasarana K3 serta Laporan Pelaksanaan Kegiatan K3
	
	
	
	
	
	Sarana dan Prasarana K3 serta Laporan Pelaksanaan Kegiatan K3
	25,000,000
	Sarana dan Prasarana K3 serta Laporan Pelaksanaan Kegiatan K3
	25,000,000
	Sarana dan Prasarana K3 serta Laporan Pelaksanaan Kegiatan K3
	25,000,000
	Sarana dan Prasarana K3 serta Laporan Pelaksanaan Kegiatan K3
	75,000,000
	
	

	
	
	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
	
	
	
	
	
	
	100,000,000
	
	100,000,000
	
	100,000,000
	
	300,000,000
	
	

	
	
	
	Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di Kecamatan Bekasi Barat
	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan & Survey Indeks Kepuasan Masyarakat  
	
	
	
	
	
	
	100,000,000.00
	
	100,000,000.00
	
	100,000,000.00
	
	300,000,000.00
	
	

	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel di Kecamatan Bekasi Barat															
	Meningkatnya Akuntabilitas, Layanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Bekasi Barat 															
	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	Persentase jumlah Kelembagaan Masyarakat yang aktif
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Program Kemasyarakatan, Penyelenggaran Layanan Pemerintahan, Pelaksanaan Urusan Pemerintah, Dukungan Manajemen
	1. Persentase LPM Aktif
	100%
	
	
	
	
	100%
	
	100%
	
	100%
	
	100%
	
	
	

	
	
	
	
	1. Persentase PKK aktif
	100%
	
	
	
	
	100%
	
	100%
	
	100%
	
	100%
	
	
	

	
	
	
	
	2. Posyandu Aktif
	90%
	
	
	
	
	90%
	
	90%
	
	90%
	
	90%
	
	
	

	
	
	
	
	3. Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat
	21%
	
	
	
	
	21%
	
	21%
	
	21%
	
	21%
	
	
	

	
	
	
	
	4. Persentase Keikutsertaan Masyarakat dalam Proses Perencanaan Pembangunan
	100%
	
	
	
	
	100%
	
	100%
	
	100%
	
	100%
	
	
	

	
	
	
	
	5. Tersedianya Monografi RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan yang Lengkap dan Terbaharui
	100%
	
	
	
	
	100%
	
	100%
	
	100%
	
	100%
	
	
	

	
	
	
	
	6. Capaian Kepuasan Terhadap Pelayanan Masyarakat
	100%
	
	
	
	
	100%
	
	100%
	
	100%
	
	100%
	
	
	

	
	
	
	
	7. Persentase Kenaikan Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti Event Sosial Kemasyarakatan
	85%
	
	
	
	
	85%
	
	85%
	
	85%
	
	85%
	
	
	

	
	
	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
	Indikator : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Bekasi Barat 	
	
	
	
	
	
	
	120,000,000
	
	120,000,000
	
	120,000,000
	
	360,000,000
	
	

	
	
	
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan Bekasi Barat
	Jumlah Kegiatan Musrembang Kecamatan dan Kelurahan, Jumlah Dokumen Usulan Musrembang Kecamatan
	
	
	
	
	
	1 Kecamatan dan 5 Kelurahan
	120,000,000
	1 Kecamatan dan 5 Kelurahan
	120,000,000
	1 Kecamatan dan 5 Kelurahan
	120,000,000
	1 Kecamatan dan 5 Kelurahan
	360,000,000
	
	

	
	
	
	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan


	
	
	
	
	
	
	
	1,750,000,000.
	
	1,750,000,000.
	
	1,750,000,000.
	
	5,250,000,000.
	
	

	
	
	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kota Baru
	1. Pemeliharaan Jalan
	
	
	
	
	
	3 Titik
	350,000,000
	3 Titik
	350,000,000
	3 Titik
	350,000,000
	9 Titik
	1.050,000,000
	
	

	
	
	
	 
	2. Pemeliharaan Saluran Air
	
	
	
	
	
	3 Titik
	
	3 Titik
	
	3 Titik
	
	9 Titik
	
	
	

	
	
	
	
	3. Terselenggaranya Pembangunan Gedung PKK
	
	
	
	
	
	2 Unit
	
	2 Unit
	
	2 Unit
	
	6 Unit
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bintara
	1. Pemeliharaan Jalan
	
	
	
	
	
	4 Titik
	350,000,000
	4 Titik
	350,000,000
	4 Titik
	350,000,000
	12 Titik
	1.050,000,000
	
	

	
	
	
	
	2. Pemeliharaan Saluran Air
	
	
	
	
	
	6 Titik
	
	6 Titik
	
	6 Titik
	
	18 Titik
	
	
	

	
	
	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jakasampurna
	1. Pemeliharaan Jalan Lingkungan
	
	
	
	
	
	4 Titik
	350,000,000
	4 Titik
	350,000,000
	4 Titik
	350,000,000
	12 Titik
	1.050,000,000
	
	

	
	
	
	
	2. Pemeliharaan Saluran Air
	
	
	
	
	
	4 Titik
	
	4 Titik
	
	4 Titik
	
	12 Titik
	
	
	

	
	
	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kranji
	
	1. Pemeliharaan Jalan Lingkungan

	
	
	
	
	7 Titik
	350,000,000
	7 Titik
	350,000,000
	7 Titik
	350,000,000
	21 Titik
	1.050,000,000
	
	

	
	
	
	
	 
	2. Pemeliharaan Saluran
	
	
	
	
	4 Titik
	
	4 Titik
	
	4 Titik
	
	12 Titik
	
	
	

	
	
	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bintarajaya
	
	1. Terselenggaranya Pemeliharaan Jalan Lingkungan
	
	
	
	
	4 Titik
	350,000,000
	4 Titik
	350,000,000
	4 Titik
	350,000,000
	12 Titik
	1.050,000,000
	
	

	
	
	
	
	 
	2. Terselenggaranya Pemeliharaan Saluran Jalan/Jaringan Air
	
	
	
	
	6 Titik
	
	6 Titik
	
	6 Titik
	
	18 Titik
	
	
	

	
	
	
	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan



	
	
	
	
	
	
	
	8,451,569,000
	
	8,451,569,000
	
	8,451,569,000
	
	25,354,707000
	
	

	
	
	
	Penguatan Kapasitas Kader Posyandu, PKK dan PKP di Kelurahan Kotabaru
	1. Terselenggaranya Pertemuan Rutin PKK
	
	
	
	
	
	1 Kegiatan
	320,025,800
	1 Kegiatan
	320,025,800
	1 Kegiatan
	320,025,800
	3 Kegiatan
	960,077,400
	
	

	
	
	
	 
	2. Tersusunnya Laporan Bulanan
	
	
	
	
	
	12 Dokumen
	
	12 Dokumen
	
	12 Dokumen
	
	36 Dokumen
	
	
	

	
	
	
	Penguatan Kapasitas Kader Posyandu, PKK dan PKP di Kelurahan Kranji
	Laporan Bulanan Kader Posyandu, PKK
	
	
	
	
	
	12 Dokumen
	282,434,000.
	12 Dokumen
	282,434,000.
	12 Dokumen
	282,434,000. 
	36 Dokumen
	847,302,000.
	
	

	
	
	
	Penguatan Kapasitas Kader Posyandu, PKK dan PKP di Kelurahan Bintara
	1. Laporan Bulanan kader posyandu, PKK dan PKP
	
	
	
	
	
	12 Laporan
	256,200,000
	12 Laporan
	256,200,000
	12 Laporan
	256,200,000
	36 Laporan
	768,600,000
	
	

	
	
	
	 
	2. Pembinaan Kader Posyandu dan PKK
	
	
	
	
	
	1 Kegiatan
	
	1 Kegiatan
	
	1 Kegiatan
	
	3 Kegiatan
	
	
	

	
	
	
	Penguatan Kapasitas Kader Posyandu, PKK dan PKP di Kelurahan Jakasampurna
	Tersusunnya Laporan Bulanan
	
	
	
	
	
	12 Laporan
	265,175,000
	12 Laporan
	265,175,000
	12 Laporan
	265,175,000
	36 Laporan
	795.525,000
	
	

	
	
	
	Penguatan Kapasitas Kader Posyandu, PKK dan PKP di Kelurahan Bintarajaya

	1. Tersusunnya Laporan Bulanan
	
	
	
	
	
	12 Dokumen
	292,775,800
	12 Dokumen
	292,775,800
	12 Dokumen
	292,775,800
	36 Dokumen
	878,327,400
	
	

	
	
	
	 
	2. Terselenggaranya Pertemuan Rutin PKK
	
	
	
	
	
	1 Kegiatan
	
	1 Kegiatan
	
	1 Kegiatan
	
	3 Kegiatan
	
	
	

	
	
	
	Penguatan Kapasitas Kader PKK dan PKP di Kecamatan Bekasi Barat
	1.Terlaksananya Pertemuan Rutin PKK
	
	
	
	
	
	10 Kali
	61,056,000
	10 Kali
	61,056,000
	10 Kali
	61,056,000
	30 Kali
	183,168,000
	
	

	
	
	
	
	2. Pembinaan Kader Posyandu dan PKK
	
	
	
	
	
	3 Kali
	
	3 Kali
	
	3 Kali
	
	9 Kali
	
	
	

	
	
	
	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Kelurahan Jakasampurna
	1. Tersusunnya Laporan Bulanan Pimpinan dan Petugas PemeliharaRumah Ibadah
	
	
	
	
	
	12 Dokumen
	222,500,000.
	12 Dokumen
	222,500,000
	12 Dokumen
	222,500,000
	36 Dokumen
	667,500,000.
	
	

	
	
	
	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Kelurahan Bintarajaya
	1. Tersusunnya Laporan Bulanan Pimpinan dan Petugas Pemelihara Rumah Ibadah
	12 Laporan
	
	
	
	
	12 Laporan
	144,000,000
	12 Laporan
	150,000,000
	12 Laporan
	150,000,000
	36 Laporan
	444,000,000
	
	

	
	
	
	 
	2. Tersusunnya Laporan Bulanan MUB Kelurahan
	1 Dokumen
	
	
	
	
	1 Dokumen
	
	1 Dokumen
	
	1 Dokumen
	
	3 Dokumen
	
	
	

	
	
	
	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Kelurahan Bintara
	1. Tersusunnya Laporan Bulanan Pimpinan dan Petugas Pemelihara Rumah Ibadah
	
	
	
	
	
	12 Dokumen
	198,000,000
	12 Dokumen
	198,500,000
	12 Dokumen
	198,500,000
	36 Dokumen
	595,000,000
	
	

	
	
	
	
	2. Tersusunnya Laporan Bulanan MUB Kelurahan
	
	
	
	
	
	1 Dokumen
	
	1 Dokumen
	
	1 Dokumen
	
	3 Dokumen
	
	
	

	
	
	
	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Kelurahan Kranji
	1. Tersusunnya Laporan Bulanan Pimpinan dan Petugas Pemelihara Rumah Ibadah
	
	
	
	
	
	12 Dokumen
	144,400,000
	12 Dokumen
	144,400,000
	12 Dokumen
	144,400,000.
	36 Dokumen
	432,000,000.
	
	

	
	
	
	 
	2. Tersusunnya Laporan Bulanan MUB Kelurahan
	
	
	
	
	
	1 Dokumen
	
	1 Dokumen
	
	1 Dokumen
	
	3 Dokumen
	
	
	

	
	
	
	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Kelurahan Kotabaru
	1. Laporan Pelayanan Rumah Ibadah
	
	
	
	
	
	12 Laporan
	162,000,000.
	12 Laporan
	162,600,000.
	12 Laporan
	162,600,000
	36 Laporan
	487,200,000
	
	

	
	
	
	 
	2. Laporan Bulanan MUB Kelurahan
	
	
	
	
	
	12 Laporan
	
	12 Laporan
	
	12 Laporan
	
	36 Laporan
	
	
	

	
	
	
	Penyelenggaraan Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan di Kecamatan Bekasi Barat
	1. Terlaksananya Kegiatan Kemasyarakatan
	
	
	
	
	
	2 Kegiatan
	235,000,000.
	2 Kegiatan
	235,000,000
	2 Kegiatan
	235,000,000.
	6 Kegiatan
	705,000,000.
	
	

	
	
	
	 
	2. Terlaksananya Kegiatan Kewanitaan
	
	
	
	
	
	1 Kegiatan
	
	1 Kegiatan
	
	1 Kegiatan
	
	3 Kegiatan
	
	
	

	
	
	
	 
	3. Tersusunnya Laporan Bulanan MUB Kecamatan
	
	
	
	
	
	1 Dokumen
	
	1 Dokumen
	
	1 Dokumen
	
	3 Dokumen
	
	
	

	
	
	
	 
	4. Terselenggaranya Kegiatan Keagamaan
	
	
	
	
	
	1 Kegiatan
	
	1 Kegiatan
	
	1 Kegiatan
	
	3 Kegiatan
	
	
	

	
	
	
	Penguatan Kapasitas RT/RW di Kelurahan JJakasampurna
	Laporan Kegiatan Bulanan RT dan RW
	
	
	
	
	
	12 Laporan
	1,472,748,000.
	12 Laporan
	1,472,748,000
	12 Laporan
	1,472,748,000
	36 Laporan
	4,418,244,000.
	
	

	
	
	
	Penguatan Kapasitas RT/RW di Kelurahan Bintarajaya
	Laporan Kegiatan Bulanan RT dan RW
	
	
	
	
	
	12 Laporan
	989,702,400
	12 Laporan
	989,702,400.
	12 Laporan
	989,702,400.
	36 Laporan
	2.969.107.200,
	
	

	
	
	
	Penguatan Kapasitas RT/RW di Kelurahan Kranji
	Laporan Kegiatan Bulanan RT dan RW
	
	
	
	
	
	12 Laporan
	805,974,000
	12 Laporan
	805,974,000
	12 Laporan
	805,974,000
	36 Laporan
	2,417,922,000.
	
	

	
	
	
	Penguatan Kapasitas RT/RW di Kelurahan Kotabaru
	Laporan Kegiatan Bulanan RT dan RW
	
	
	
	
	
	12 Laporan
	1,379,338,000.
	12 Laporan
	1,379,338,000
	12 Laporan
	1,379,338,000.
	36 Laporan
	4,138,014,000.
	
	

	
	
	
	Penguatan Kapasitas RT/RW di Kelurahan Bintara
	Laporan Kegiatan Bulanan RT dan RW
	
	
	
	
	
	12 Laporan
	1,220,240,000
	12 Laporan
	1,220,240,000.
	12 Laporan
	1,220,240,000
	36 Laporan
	3,660,720,000.
	
	

	
	
	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
	
	
	
	
	
	
	
	50,000,000
	
	50,000,000
	
	50,000,000
	
	150,000,000
	
	

	
	
	
	Evaluasi Kinerja Kelurahan dan Kecamatan di Kecamatan Bekasi Barat
	1. Hasil Evaluasi Lomba Kinerja Kelurahan
	
	
	
	
	
	1 Dokumen
	50,000,000
	1 Dokumen
	50,000,000
	1 Dokumen
	50,000,000.
	3 Dokumen
	150,000,000
	
	

	
	
	
	PROGRAM PEMBER    DA YAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	Persentase jumlah Kelembagaan Masyarakat yang aktif
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
	
	
	
	
	
	5 LPM
	100,000,000. 
	5 LPM
	100,000,000. 
	5 LPM
	100,000,000. 
	15 LPM
	300,000,000. 
	
	

	
	
	
	Penyelenggaraan LPM di Kelurahan Kotabaru
	Laporan bulanan kegiatan LPM
	
	
	
	
	
	12 Laporan
	20,000,000.
	12 Laporan
	20,000,000.
	12 Laporan
	20,000,000
	36 Laporan
	60,000,000.
	
	

	
	
	
	Penyelenggaraan LPM di Kelurahan Kranji
	Laporan bulanan kegiatan LPM
	
	
	
	
	
	12 Laporan
	20,000,000.00
	12 Laporan
	20,000,000.00
	12 Laporan
	20,000,000.00
	36 Laporan
	60,000,000.00
	
	

	
	
	
	Penyelenggaraan LPM di Kelurahan Bintara
	Laporan bulanan kegiatan LPM
	
	
	
	
	
	12 Laporan
	20,000,000.00
	12 Laporan
	20,000,000.00
	12 Laporan
	20,000,000.00
	36 Laporan
	60,000,000.00
	
	

	
	
	
	Penyelenggaraan LPM di Kelurahan Bintarajaya
	Laporan bulanan kegiatan LPM



	
	
	
	
	
	12 Laporan
	20,000,000
	12 Laporan
	20,000,000
	12 Laporan
	20,000,000
	36 Laporan
	60,000,000
	
	

	
	
	
	Penyelenggaraan LPM di Kelurahan Jakasampurna
	Laporan bulanan kegiatan LPM
	
	
	
	
	
	12 Laporan
	20,000,000.
	12 Laporan
	20,000,000
	12 Laporan
	20,000,000
	36 Laporan
	60,000,000
	
	

	Mewujudkan Kecamatan Bekasi Barat yang Aman dan Nyaman						
	Terwujudnya Ketertiban, Ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat	
	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	Persentase Wilayah Tertib K3
	
	
	
	
	
	100%
	87,500,000
	100%
	87,500,000
	100%
	87,500,000
	100%
	262,500,000
	
	

	
	
	
	Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Kecamatan Bekasi Barat
	Jumlah Kegiatan Penertiban dan Keamanan di Kecamatan
	
	
	
	
	
	12 Laporan
	87,500,000.
	12 Laporan
	97,870,000.
	12 Laporan
	97,870,000.
	12 Laporan
	283,240,000
	
	

	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel di Kecamatan Bekasi Barat
	Meningkatnya Akuntabilitas, Layanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Bekasi Barat
	
	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

	Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

	Jumlah Kegiatan Forum Koordinasi 3 Pilar Tingkat Kelurahan dan Kecamatan
	
	
	
	
	
	
	
	12 Kegiatan
	20.000.000
	12 Kegiatan
	50.000.000
	12 Kegiatan
	70.000.000
	
	



	Paraf Koordinasi :

	Kepala Bappeda
	

	Camat Bekasi Barat
	

	Kabag Hukum
	



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan bertujuan untuk memberi  gambaran  tentang  ukuran  keberhasilan  pencapaian  visi  dan  misi  Perangkat Daerah pada akhir periode Renstra. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun. Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 7.1.
Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

	No
	Indikator
	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
	Target Capaian Setiap Tahun
	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	

	1.
	Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Barat	
	70
	
	
	70
	71
	72
	72

	2.
	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Bekasi Barat 
	60%
	60%
	60%
	60%
	60%
	60%
	60%

	3.
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik							
	81
	81
	81,5
	82
	82,5
	83
	83%

	4.
	Persentase  Peningkatan Wilayah yang  Tertib			
	43%
	43%
	50%
	57%
	71%
	86%
	86%





	Paraf Koordinasi :

	Kepala Bappeda
	

	Camat Bekasi Barat
	

	Kabag Hukum
	



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis  (Renstra) Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan di Kecamatan pada kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu tahun 2018-2023, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat Kecamatan Bekasi Barat Selain  dijadikan pedoman pembangunan   untuk masa lima tahun   mendatang, Renstra ini juga sebagai pedoman bagi para fasilitator pembangunan agar dalam melaksanakan pembangunan  mempunyai  arah  yang  jelas  serta  tidak  bertentangan  dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ataupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi,   dan dapat dikontrol serta berpijak pada pedoman yang sudah digariskan. Renstra   ini akan dijabarkan untuk setiap tahunnya menjadi Rencana Kerja Tahunan  (RKT) atau yang sering  disebut  dengan Rencana Kerja Renja (Renja)  Perangkat  Daerah  dan  ini merupakan kegiatan dari Perangkat Daerah pada setiap tahun.
Berhasil atau tidaknya Perangkat Daerah dalam mewujudkan Rencana Kerjanya, akan diukur dengan tingkat capaian target kinerja, dimana   rumusan indikator sasaran targetnya telah ditentukan,   pada  saat   merumuskan  rencana strategis instansi.
Demikian rumusan Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Barat ini disusun, semoga dapat dipergunakan sebagai acuan dalam membangun masyarakat Kecamatan Bekasi Barat
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CAMAT BEKASI BARAT,
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